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ABSTRAK 

 

MANAJEMEN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH 

DALAM  MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN  

DI SEKOLAH DASAR NEGERI 163088  

TEBING TINGGI 

 

SYAFITRI SAMOSIR 

NPM : 2020060005 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen dana BOS di SD 

Negeri 163088 Tebing Tinggi ditinjau dari aspek (1) perencanaan, (2) 

penggunaan, (3) pelaporan dan pertanggungjawaban, sehingga dana BOS mampu 

mencapai tujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Pencapaian 

tujuan mutu pembelajaran di sekolah tersebut mencakup pada capaian prestasi 

siswa, peningkatan pengajaran guru dikelas dan sarana belajar di sekolah. Jenis 

penelitian ini adalah kualitatif bersifat studi kasus. Hasil penelitian ini secara 

umum menunjukkan bahwa (1) pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di 

SD Negeri 163088 Tebing Tinggi melalui proses manajemen yaitu tahap 

perencanaan, pelaksanaan (pemanfaaatn dan penggunaan) dan pengawasan, (2) 

penggunaan dana BOS di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi sudah sesuai dengan 

petunjuk teknis pengelolaan, namun alokasi dana pada tiap-tiap item sekolah 

berbeda, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing- masing. Dana 

BOS di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi digunakan untuk pembelajaran praktek 

dan prasarana penunjangnya, sarana kegiatan pembelajaran dan komponen lain 

seperti honor guru ekstrakurikuler, kegiatan ujian, bahan ATK dan transportasi 

yang berkenaan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Sedangkan dana BOS di 

SD Negeri 163088 Tebing Tinggi digunakan lebih diutamakan untuk penyediaan 

sarana dan prasarana sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, kegiatan 

ekstrakulikuler, ujian, honor guru, bahan ATK dan transportasi, (3) Kualitas 

pendidikan yang ada di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi bisa dikatakan baik, hal 

ini bisa dilihat pada masalah sarana dan prasarana sekolah yang dapat teratasi 

dengan baik dengan tersedianya dana BOS, adanya guru ekstrakurikuler, 

peningkatan nilai rata-rata pada tiap- tiap kelas, serta output 100% lulus UASBN 

pada tiap tahunnya. 

 

Kata Kunci : Manajemen Dana Bos, Mutu Pembelajaran 
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ABSTRACT  

 

SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE FUND MANAGEMENT 

IN IMPROVING THE QUALITY OF LEARNING 

AT STATE SCHOOL 163088 

TEBING TINGGI 

 
 

SYAFITRI SAMOSIR 

NPM : 2020060005 
 

 This study aims to analyze the management of BOS funds at SD Negeri 

163088 Tebing Tinggi in terms of (1) planning, (2) utilization, (3) reporting and 

accountability, so that BOS funds are able to achieve the goal of improving the 

quality of learning in schools. The achievement of the objectives of the quality of 

learning in schools includes the achievement of student achievement, 

improvement of teacher teaching in the classroom and learning facilities in 

schools. This type of research is a qualitative case study. The results of this study 

generally indicate that (1) the management of School Operational Assistance 

funds at SD Negeri 163088 Tebing Tinggi through the management process, 

namely the planning, implementation (utilization and use) and supervision stages, 

(2) the use of BOS funds in SD Negeri 163088 Tebing Tinggi has in accordance 

with the technical management guidelines, but the allocation of funds for each 

school item is different, this is adjusted to the needs of each school. The BOS 

funds at SD Negeri 163088 Tebing Tinggi are used for practical learning and its 

supporting infrastructure, facilities for learning activities and other components 

such as extracurricular teacher fees, exam activities, ATK materials and 

transportation related to improving the quality of education. Meanwhile, the BOS 

funds at SD Negeri 163088 Tebing Tinggi are used primarily for the provision of 

school facilities and infrastructure, improvement of facilities and infrastructure, 

extracurricular activities, examinations, teacher fees, ATK materials and 

transportation, (3) the quality of education in SD Negeri 163088 Tebing Tinggi it 

can be said to be good, this can be seen in the problem of school facilities and 

infrastructure which can be resolved properly with the availability of BOS funds, 

the presence of extracurricular teachers, an increase in the average score in each 

class, and the output of 100% passing UASBN each year 

 

Keywords: Boss Fund Management, Learning Quality 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia 

adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, 

khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum 

nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan, 

pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana 

pendidikan, pengadaan buku dan alat pelajaran, serta peningkatan mutu 

manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum 

menunjukkan peningkatan yang berarti. Sejak digulirkannya reformasi dan telah 

diundangkannya UU otonomi daerah, Nomor 32 dan 33 tahun 2004, telah 

mengubah segala peraturan dari yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. 

Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk 

mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, demi membangun daerahnya 

masing-masing dengan mengakomodasi dan mengoptimalkan segala sumber daya 

yang dimilikinya. 

Upaya desentralisasi atau otonomi pendidikan pada dasarnya telah lama 

diperjuangkan oleh masyarakat pendidikan. Persoalannya, sistem sentralisasi 

dirasa sudah tidak relevan untuk konteks Indonesia yang plural, budaya beragam, 

masyarakat yang heterogen dan kompleks. Oleh karena itu otonomi pendidikan 

merupakan sebuah keharusan jika menginginkan pendidikan Indonesia yang maju 
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dan berkualitas. Bentuk otonomi dalam pendidikan berbeda dengan otonomi 

bidang lainnya. Otonomi di bidang pendidikan tidak berhenti pada daerah di 

tingkat kabupaten dan kota, tetapi justru langsung kepada sekolah sebagai ujung 

tombak penyelenggaraan pendidikan. 

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu jangka panjang 

adalah di prioritaskan pada peningkatan akses bagi anak terhadap pendidikan 

dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar 

pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada 

kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan 

pendidikan dasar (SD). Dan untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut, 

maka sejak bulan Juli 2005, pemerintah telah meluncurkan program bantuan 

operasional sekolah (BOS).  

Bantuan operasional sekolah adalah suatu dana bantuan dari pemerintah 

yang dipergunakan untuk membiayai biaya operasional disuatu sekolah, baik 

sekolah tingkat dasar maupun sekolah lanjutan tingkat pertama. Bantuan 

operasional sekolah ini merupakan aplikasi dari program kompensasi 

pengurangan subsidi bahan bakar minyak yang telah disepakati oleh Pemerintah 

dan Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan 

menekan jumlah anak putus sekolah. Sementara itu, kenaikan harga bahan bakar 

minyak (BBM) telah menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin, 

termasuk kemampuan untuk menyekolahkan anak-anak mereka.  

Hal tersebut lebih lanjut dapat menghambat upaya penuntasan program 

wajib belajar sembilan tahun karena penduduk miskin akan semakin sulit 
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memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Oleh sebab itu program PKPS-BBM yang 

sekarang disebut program BOS, perlu dilanjutkan Program BOS merupakan upaya 

pemerintah untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara RI 

tahun 1945, yang termuat dalam pasal 31 ayat 1, 2 dan 3. Pada ayat 1 

mengamanatkan bahwa tiap–tiap warga negara berhak mendapatkan 

pendidikan”.Pada ayat 2 berbunyi: “Setiap warga negara wajib mengikuti 

pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.  

Pada ayat 3 berbunyi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 

suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dalam Undang–Undang. Untuk 

menindaklanjuti amanat dari pasal 31 UUD 1945, khususnya ayat 3, maka 

pemerintah membuat Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang 

berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat 

undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan 

bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs 

serta satuan pendidikan yang sederajat). 

Sistem pendidikan nasional mempunyai visi mewujudkan sistem 

pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk 

memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia 

yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif dalam menjawab tantangan zaman 

yang selalu berubah. Dan untuk dapat mencetak manusia Indonesia yang 

berkualitas, maka diperlukan adanya suatu penyelenggaraan pendidikan yang 

bermutu. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan kualitas lulusan baik 
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dari sisi intelektualitas dan keahlian pemerintah memberikan program 

desentralisasi pendidikan berbasis manajemen sekolah, kebijakan penuh ada di 

sekolah masing-masing demi menunjang tercapainya efisiensi dan efektifitas 

manajemen sekolah, oleh karena itu manajemen keuangan sekolah perlu 

dilakukan dengan baik untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana, dalam 

rangka mengefektifkan kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik. 

Desentralisasi pendidikan memberikan dampak positif tidak hanya antar 

sekolah swasta namun juga sekolah negeri yang harus berfikir ulang untuk 

membenahi diri sehingga mampu bersaing juga dengan sekolah swasta, karena 

mereka menghadapi dua pilihan yang berat yaitu berubah dan memperbaiki diri 

atau sekolah tutup karena kehilangan siswanya. Sehingga tiap sekolah berlomba- 

lomba mempercantik diri sehingga mampu melenggang dengan cantiknya dan 

menarik banyak mata untuk tidak hanya melirik namun melihat mereka hingga 

membuat mereka untuk menentukan pilihan akan menimba ilmu di sekolah 

tersebut. 

Berlakunya desentralisasi pendidikan berbasis manajemen sekolah juga 

memberikan dampak yang besar pada pembiayaan pendidikan, biaya pendidikan 

melambung tinggi sesuai kebijakan sekolah dan timbul suatu fenomena dunia 

pendidikan sekolah unggulan dengan biaya pendidikan yang mahal. Sebagaimana 

menurut Chomaidi (2005:1) hal ini yang menimbulkan kamuflase yang terjadi 

dimasyarakat, dengan biaya mahal apakah diimbangi dengan kualitas pendidikan 

yang terjamin, oleh karena itu desentralisasi sangat erat dengan manajemen 
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pembiayaan dalam hal ini pembiayaan melalui program dana bantuan operasional 

sekolah (BOS). Menurut Suhardan (2013:151) dengan pemberian BOS kepada 

sekolah diharapkan dapat membantu operasional sekolah dan meningkatkat 

partisipasi masyarakat untuk bersekolah, terkhusus bagi para siswa miskin.  

Oleh karena itu, BOS dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya 

yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. 

Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut 

kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dana BOS secara transparan kepada 

masyarakat dan pemerintah. Hal ini penting terutama dalam rangka MBS, yang 

memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan menggunakan 

berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena 

pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada keterbatasan dana. 

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

dana BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak 

mampu dan meringankan biaya pendidikan bagi siswa yang lain, agar mereka 

memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam 

rangka penuntasan wajib belajar. Disamping itu BOS juga bertujuan untuk 

memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas bagi siswa. 

Berkaitan dengan hal di atas, berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti 

dilakukan di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi, bahwa penggunaan dana BOS 

masih kurang mendukung operasional dan penyelenggaraan pendidikan di 

Sekolah Dasar yang ada di Sekolah Dasar tersebut. Hal ini dikarenakan BOS 



6  

 

belum bisa memenuhi seluruh unit cost per siswa per bulan di sebabkan BOS 

yang diterima sekolah tidak mencukupi untuk biaya rutin pendidikan di SD 

Negeri 163088 Tebing Tinggi. Ditambah lagi adanya larangan kepada sekolah 

dasar untuk menarik apapun sumbangan dari orang tua. Padahal dana BOS yang 

diterima sekolah hanya Rp 900.000,00 per siswa/per tahun untuk tahun 2021 dan 

saat ini Rp 900.000,00 per siswa/tahun jelas tidak memadai. Hal ini dikarenakan 

jumlah siswa yang sedikit tertampung di SD Negeri Negeri 163088 Tebing 

Tinggi. 

Tabel 1.1 Alokasi Dana BOS dan Kebutuhan di 

SD Negeri Negeri 163088 Tebing Tinggi 

 

No Tahun Jumlah Siswa Penerimaan BOS 
(Rp) 

Kebutuhan 
(Rp)/Tahun 

1 2019 240 216.000.000,00 205.000.000,00 

2 2020 243 218.700.000,00 215.000.000,00 

3 2021 248 223.200.000,00 202.000.000,00 
 

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, minimnya jumlah penerimaan dana BOS di 

SD Negeri 163088 Tebing Tinggi di karenakan rendahnya tingkat partisipasi 

siswa untuk bersekolah, dan persoalan zonasi yang diberlakukan pemerintah, serta 

jumlah penduduk yang memenuhi usia sekolah di Kecamatan Tebing Tinggi Kota 

sangat sedikit. Selain itu juga, Tebing Tinggi Kota merupakan daerah yang 

mayoritas masyarakatnya dalam kategori menengah dan kebawah, ini juga sangat 

mempengaruhi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Dengan adanya 

kesulitan dana, maka SD Negeri 163088 Tebing Tinggi menjadi kendala bagi 

pengembangan kegiatan-kegiatan pendidikan, misalnya ekstra kurikuler, 

penigkatan kompetensi guru, sarana dan fasilitas belajar seperti perpustakaan, 

sarana ibadah, sarana olah raga sebab terhalang minimnya BOS yang diperoleh 
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serta ada ketentuan penggunaan tersebut. Guru juga mendapat pengaruh negatif, 

karena pembayaran guru honorer tidak menerima pembayaran setiap bulannya, 

dimana jumlah guru dan tenaga pendidik dan kependidikan berjumlah 14 orang 

dimana honorer 3 orang, dan guru tidak menerima pembayaran dari sekolah 

untuk kelebihan jam mengajar dan transportasi menjadi tidak ada. Sehingga, guru 

kurang bersemangat dalam mengajar dan ini jelas berpengaruh kepada kualitas 

pembelajaran.  

Keterlambatan dalam penyaluran dana BOS juga memberikan dampak 

negatif terutama Sekolah Dasar Negeri hanya mengandalkan dana BOS. 

Pembayaran honorarium untuk guru honor otomatis juga terlambat. Dikarenakan 

pencairan dana BOS per empat bulan dan bahkan sering terlambat dalam 

pencairan. Sehingga, menyebabkan kinerja dari guru menurun dan kualitas dalam 

kegiatan pembelajaran di sekolah juga menurun. 

Namun meskipun demikian, ditengah persoalan minimnya penerimaan 

dana BOS tersebut tidak sepenuhnya menjadi kendala bagi SD Negeri 163088 

Tebing Tinggi untuk melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran serta 

operasional sekolah, hal ini disebabkan manajemen pengelolaan dana BOS yang 

dilakukan secara baik. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan Kepala 

Sekolah SD Negeri 163088 Tebing Tinggi ini, diperoleh informasi bahwa mereka 

(sekolah) dapat mengelola dana BOS secara efektif meskipun dana BOS yang 

diterima oleh sekolah masih sangat terbatas. Namun demikian, terdapat juga 

permasalahan tentang minimnya dana BOS yang didapat pihak sekolah akibat 

jumlah siswa yang terbatas (sedikit) serta kendala pengalokasian dana untuk 
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menunjukkan kegiatan proses pembelajaran dan pengembangan sekolah, sebab 

minimnya anggaran BOS yang diterima. Terutama untuk kegiatan operasional 

rutin, peningkatan sarana belajar dan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni mencoba 

menganalisis dan mendeskripsikan manajemen dana BOS. Penelitian ini berbeda 

dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis 

untuk mengadakan penelitian tentang “Manajemen Dana BOS Dalam 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 163088 Tebing 

Tinggi”. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Mengutip pendapat Mulyono (2010:192) menyatakan manajemen dana 

BOS yang baik yaitu (1) perencanaan, (2) pemanfaatan, serta (3) pelaporan dan 

pertanggungjawaban, serta (4) pengawasan, penggunaan dana BOS. Penggunaan 

dan BOS dilakukan berdasarkan ketentuan Permendikbud No. 1 Tahun 2018 

tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, menyangkut penggunaan 

sebagai berikut : (1) Pengembangan Perpustakaan, (2) Kegiatan dalam rangka 

penerimaan siswa baru, (3) Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, (4) 

Kegiatan Ulangan dan Ujian, (5) Pembelian bahan-bahan habis pakai, (6) 

Langganan daya dan jasa, (7) Perawatan sekolah, (8) Pembayaran honorarium 

bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, (9) Pengembangan 

profesi guru, (10) Membantu siswa miskin, (11) Pembiayaan pengelolaan BOS, 

(12) Pembelian perangkat komputer, dan (13) Biaya lainnya jika seluruh 

komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS. 
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Berdasarkan uraian di atas, fokus penelitian ini yakni menganalisis 

manajemen dana BOS di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi ditinjau dari aspek (1) 

perencanaan, (2) penggunaan, (3) pelaporan dan pertanggungjawaban, sehingga 

dana BOS mampu mencapai tujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di 

sekolah. Pencapaian tujuan mutu pembelajaran di sekolah tersebut mencakup 

pada capaian prestasi siswa, peningkatan pengajaran guru dikelas dan sarana 

belajar di sekolah. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yakni : 

1. Bagaimana Sekolah Dasar Negeri 163088 Tebing Tinggi melakukan 

perencanaan dana BOS untuk meningkatkan mutu pembelajaran ?. 

2. Bagaimana Sekolah Dasar Negeri 163088 Tebing Tinggi dalam 

penggunaan dana     BOS untuk meningkatkan mutu pembelajaran ? 

3. Bagaimana Sekolah Dasar Negeri 163088 Tebing Tinggi melakukan 

pelaporan (pertanggungjawaban) penggunaan dana BOS ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, yakni : 

1. Untuk mengetahui bagaimana Sekolah Dasar Negeri 163088 Tebing 

Tinggi melakukan perencanaan dana BOS untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran. 

2. Untuk mengetahui bagaimana Sekolah Dasar Negeri 163088 Tebing 

Tinggi  menggunakan dana BOS untuk meningkatkan mutu pembelajaran. 
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3. Untuk mengetahui Bagaimana Sekolah Dasar Negeri 163088 Tebing 

Tinggi melakukan pelaporan (pertanggungjawaban) penggunaan dana 

BOS. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

 

a. Manfaat Praktis 

 

1. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan serta informasi 

bagi semua civitas akademik tentang peranan dana BOS (Bantuan 

Operasional Sekolah) dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. 

2. Bagi Universitas, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau 

sumbangan yang konstruktif dalam usaha meningkatkan kualitas 

pendidikan dan juga dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk 

mengadakan penelitian lanjutan. 

3. Bagi Penulis. Dapat menambah wawasan pengalaman baru yang nantinya 

dapat dijadikan sebagai modal dalam meningkatkan proses belajar sesuai 

dengan disiplin ilmu, terutama setelah terjun ke dunia pendidikan. 

b. Manfaat Teoritis, 

 Yakni mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang 

dana Bantuan Operasional Sekolah dalam upaya meningkatkan Mutu 

Pembelajaran.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1  Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

2.1.1.1 Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

Bantuan operasional sekolah (BOS) secara konsep mencakup komponen 

untuk biaya operasional non personil, sebagaimana menurut Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan (2007:12) bantuan operasional sekolah dalah 

program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi 

nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib 

belajar. BOS diprioritaskan untuk biaya operasional non personal, meskipun 

dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam 

biaya personil dan biaya investasi. Tujuan umumprogram BOS untuk 

meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka 

wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Namun karena biaya satuan yang 

digunakan adalah rata–rata nasional maka penggunaan BOS dimungkinkan untu 

untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan 

investasi. Namun perlu ditegaskan bahwa prioritas utama BOS adalah untuk biaya 

operasional non personil bagi sekolah. 

Sasaran program BOS adalah semua siswa (peserta didik) dijenjang 

Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) atau Madrasah Tsyanawiyah (MTs), termasuk Sekolah Menengah 
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Terbuka (SMPT) dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM) yang 

diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi 

di Indonesia. Menurut Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, standar biaya 

operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai 

kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari 

keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan 

pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. 

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan 

pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai 

pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis 

pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana 

BOS. sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 

Menurut Harsono (2007: 154) penggunaan dana BOS diperbolehkan untuk 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, yaitu untuk mengganti yang 

rusak atau untuk memenuhi kekurangan. 

2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu 

biaya pendaftaran, penggadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan 

pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta 

kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya 

untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka 

penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan). 
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3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, PAKEM, pembelajaran 

kontekstual, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, 

olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, 

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam 

mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi 

siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah 

raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba); 

4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil 

belajar siswa (misalnya untuk fotocopi/ penggandaan soal, honor koreksi 

ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa); 

5. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, 

spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, 

langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk 

kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor. 

6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, 

modem, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar 

sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah 

tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka 

diperkenankan untuk membeli genset; 

7. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, 

perbaikan sanitasi/WC siswa, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan 

mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan 

perawatan fasilitas sekolah lainnya; 
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8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan 

honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga 

yang membantu administrasi BOS; 

9. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan 

KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant 

pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang 

sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang 

sama; 

10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi 

masalah biaya transport dari dan ke sekolah, seragam, sepatu/alat tulis 

sekolah bagi siswa miskin yang menerima Bantuan Siswa Miskin . Jika 

dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana 

yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu 

penyeberangan, dll); 

11. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta 

printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi 

bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi 

dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos; 

12. Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan 

belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran; 

13. Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari 

BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat 

digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, 
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peralatan UKS dan mebeler sekolah. 

Menurut Depertemen Pendidikan Nasional (2007:14) secara khusus 

program BOS bertujuan untuk: 

a. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan 

SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, 

kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah 

bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan 

SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan 

nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih; 

b. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam 

bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; 

c. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. 

2.1.1.2 Program BOS dan Program Wajar Diknas 9 Tahun yang Bermutu 

 

Dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu, banyak 

program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi 3, yaitu : (1). Program pemerataan dan perluasan akses, 

(2) Program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, (3) Program tata kelola, 

akuntabilitas dan pencitraan publik. Salah satu program yang diharapkan berperan 

besar terhadap percepatan penuntasan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun yang 

bermutu adalah program BOS. Meskipun tujuan program BOS adalah untuk 

pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk 

peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas 

dan pencitraan publik. 
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Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2006:15) melalui program 

BOS yang terkait dengan gerakan percepatan penuntasan Wajib Belajar 9 tahun, 

maka setiap pelaksana program pendidikan harus memperhatikan hal–hal berikut : 

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk mempercepat penuntasan wajib 

belajar Dikdas 9 tahun. 

2. Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak 

mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh 

sekolah/madrasah/ponpes. 

3. Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan 

pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada siswa miskin 

yang tidak dapat melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB dengan alasan 

mahalnya biaya masuk sekolah. 

4. Kepala sekolah/madrasah/ponpes diharapkan mencari dan mengajak siswa 

SD/MI/SDLB yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah 

untuk ditampung di SMP/MTS/SMPLB. Demikian juga bila teridentifikasi 

anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali 

ke bangku sekolah. 

5. Pemerintah daerah harus mengalokasikan dana tambahan (BOS) untuk 

menuntaskan wajib belajar 9 tahun secepatnya. 

Dalam program BOS, dana diterima oleh sekolah secara utuh dan dikelola 

secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite Sekolah 

tanpa intervensi dari pihak lain. Dengan demikian program BOS sangat 

mendukung implementasi penerapan MBS, yang secara umum bertujuan untuk 
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memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian 

fleksibilitas lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah, mendorong 

partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan 

disekolah. Harsono (2007:121) melalui program BOS, warga sekolah diharapkan 

dapat lebih mengembangkan sekolah dengan memperhatikan hal-hal berikut : 

a. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemberdayaan 

sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen sekolah. 

b. Bagi siswa tidak mampu harus dibebaskan dari segala pungutan. Namun 

demikian bagi warga sekolah dan masyarakat yang mampu masih 

diharapkan ikut berpartisipasi dalam pengembangan sekolah. 

c. Sekolah diharapkan dapat melaksanakan semua kegiatan secara lebih 

profesional, transparan, mandiri, kerjasama dan akuntabel. 

2.1.1.3 Mekanisme Pelaksanaan BOS 

 

Mekanisme Pelaksanaan Mulai tahun 2007, pengelolaan program BOS 

antara Depdiknas dan Depag dilakukan secara terpisah. Menurut Departemen 

Pendidikan Nasional (2006:18) beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan 

pengelolaan ini antara lain : 

1. Pendanaan program BOS untuk seluruh sekolah baik negeri maupun swasta 

(yang izin operasionalnya berasal dari Dinas Pendidikan) adalah tanggung 

jawab Depdiknas, sedangkan untuk madrasah, pondok pesantren salafiyah 

dan sekolah keagamaan lainnya (yang izin operasionalnya berasal dari 

Departemen Agama) adalah tanggung jawab Depag. 

2. Segala bentuk kegiatan yang mencakup proses pendataan, penyaluran dana, 
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sosialisasi, pelaporan, monitoring dan penyelesaian kasus dilakukan oleh 

masing-masing departemen. 

3. Penyaluran dana ke sekolah/madrasah/ponpes antara Depdiknas dan Depag 

harus diusahakan sesuai dengan jadwal. 

Sebagaimana Kemendikbud (2011: 12) pengalokasian dana BOS 

dilakukan sebagai berikut : 

Tim pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah/madrasah/ponpes 

melalui tim propinsi dan Kabupaten/kota, kemudian menetapkan alokasi dana 

BOS tiap propinsi. 

a. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah/madrasah/ponpes, tim pusat 

membuat alokasi dana BOS tiap propinsi yang dituangkan dalam DIPA 

propinsi. 

b. Tim propinsi dan tim Kabupaten/kota melakukan verifikasi ulang data 

jumlah siswa tiap sekolah/madrasah/ponpes sebagai dasar dalam 

menetapkan alokasi di tiap sekolah/madrasah/ponpes. 

c. Tim Kabupaten/kota menetapkan sekolah/madrasah/ponpes yang bersedia 

menerima BOS melalui Surat Keputusan (SK). SK Penetapan sekolah 

umum yang menerima BOS ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan 

Kabupaten/kota dan Dewan Pendidikan. Sedangkan SK Madrasah, ponpes 

salafiyah dan sekolah keagamaan lainnya ditandatangani oleh Kepala 

Kandepag Kabupaten/Kota dan Dewan Pendidikan. SK yang telah ditanda 

tangani dilampiri daftar nama sekolah/madrasah/ponpes salafiyah dan 

besar dana Bantuan yang diterima. Sekolah/madrasah/ponpes yang 
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menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan 

(SPPB). 

d. Tim Kabupaten/kota mengirimkan SK Alokasi dana BOS dengan 

melampirkan daftar sekolah/madrasah/ponpes ke Tim Propinsi, tembusan ke 

Pos/bank Penyalur dana dan sekolah/madrasah/ponpes penerima BOS. 

Dalam menetapakan alokasi dana BOS tiap sekolah/madrasah/ponpes 

perlu dipertimbangkan bahwa dalam satu tahun anggaran terdapat dua periode 

tahun pelajaran yang berbeda, sehingga perlu acuan sebagai berikut : (1) Alokasi 

BOS untuk periode Januari–Maret ( 30 % ) didasarkan pada jumlah siswa tahun 

pelajaran yang berjalan, (2) Alokasi BOS periode April – Agustus (40%), 

didasarkan pada data jumlah siswa tahun pelajaran berjalan, (3) Alokasi BOS 

periode September-Desember (30%) oleh karena itu setiap sekolah/madrasah/ 

ponpes diminta agar mengirim data jumlah siswa ke tim Kabupaten/kota, segera 

setelah masa pendaftaran selesai. 

2.2.1 Manajemen Pembiayaan dan Mutu Pembelajaran 

2.2.1.1 Manajemen Pembiayaan 

Pengertian manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, 

yang diatur adalah semua unsur-unsur manajemen yang terdiri dari men, money, 

methods, material, machines, dan market. Pengaturan dilakukan melalui proses 

dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen 

merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Menurut 

Emilda (2021:1) Manajemen adalah sesuatu proses yang dilakukan oleh seseorang 

dalam mengatur sesuatu yang sedang di kerjakan baik individu atau secara 
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kelompok. Hasibuan (2011:7) manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang 

maksimal dengan usaha yang minimal, demikian pula mencapai kesejahteraan dan 

kebahagiaan maksimal baik bagi pimpinan maupun para pekerja serta 

memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Hamalik (2006:176) 

menyebutkan manajemen adalah proses sosial yang berkenaan dengan 

keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia lain serta sumber-sumber 

lainya, menggunakan metode yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang 

ditentukan sebelumnya. 

Pengertian manajemen didefinisikan dalam berbagai cara, tergantung dari 

sudut pandang, keyakinan serta pengertian dari pembuat definisi. Secara umum 

pengertian manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh 

hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan cara 

menggerakan orang-orang lain untuk bekerja. 

Pembiayaan atau financing, menurut Muhammad (2005:21) yaitu 

pendanaan yang diberikan oleh satu pihak lain untuk mendukung investasi yang 

telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, 

pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang 

telah direncanakan. Investasi sebagai suatu konsep umum dapat diartikan sebagai 

upaya untuk meningkatkan nilai tambah barang ataupun jasa dikemudian hari 

dengan mengorbankan nilai konsumsi sekarang. 

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara 

langsung menunjang keefektifitasan dan efesisensi pengeloalaan pendidikan. Hal 

tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi manajemen berbasis sekolah yang 
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menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara 

transparan kepada masyarakat dan pemerintah.  

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan 

merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dalam kajian manajemen pembiayaan pendidikan. Komponen 

keuangan dan pembiayaan pada satu sekolah merupakan komponen produksi 

konsumtif yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar 

mengajar di sekolah bersama komponen- komponen lain. Dengan kata lain setiap 

kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya. Dengan diterapkannya 

manajemen berbasis sekolah (MBS) dalam meningkatkan kualitas mutu 

pembelajaran khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan, pihak sekolah 

harus menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan.  

Seperti yang diungkapkan Hayati & Prasetia (2021:1148) Keputusan 

berkaitan dengan pengelolaan sekolah dapat dilihat sekaligus ditegaskan bahwa 

model MBS ini pada hakekatnya adalah memberikan otonomi yang luas kepada 

sekolah dengan tujuan akhir meningkatkan mutu hasil penyelenggaraan 

pendidikan melalui peningkatan kinerja dan partisifasi semua stakholdernya. 

Menurut Mardiasmo (2005:134) prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan 

pembiayaan adalah transparansi, akuntabilitas, dan value for money. Sama halnya 

dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah, sekolah juga harus menjalankan 

pengelolaan keuangannya dengan memakai prinsip transaparansi, akuntabilitas, 

efektifitas dan efisiensi. Implementasi Manjemen Berbasis Sekolah mampu 
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meningkatkan mutu sekolah melalui kemandirian sekolah dan inisiatif sekolah 

dalam memberdayakan segala sumber daya yang ada. 

Pembiayaan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap 

keberlangsungan pendidikan, karena tanpa adanya pembiayaan bisa jadi 

pendidikan tidak dapat berjalan dan amanat dari Undang-Undang dasar tidak akan 

terpenuhi. Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme 

penganggaran. Tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi 

sangat berpengaruh untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan 

dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik, dapat 

dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengertian 

lain dari pembiayaan pendidikan adalah sebagaimana yang diutarakan Fattah 

(2008:141) bahwa: 

Pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan 

dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang 

mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana 

ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/mobile, pengadaan 

alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan 

ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi 

pendidikan. 

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa biaya pendidikan tidak 

bisa diabaikan dalam penyelenggaraan pendidikan, karena ia menjadi faktor 

penting yang mempengaruhi kualitas proses dan hasil akhir penyelenggaraan 

pendidikan. Pendidikan yang bermutu sulit dapat berjalan baik tanpa dukungan 

biaya yang memadai. Menurut Muhammad (2005:76) manajemen pembiayaan 

pendidikan berbasis sekolah mencakup tiga pokok yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban. 
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a. Perencanaan. Perencanaan pada dasarnya merupakan suatu proses untuk 

menetapkan di awal berbagai hasil akhir yang ingin dicapai oleh instansi atau 

organisasi di masa mendatang. Perencanaan pada sebuah lembaga sangat esensial, 

karena pada kenyataannya, perencanaan memegang peranan penting yang lebih 

penting dibandingkan fungsi-fungsi lain. Tanpa ada perencanaan, maka akan sulit 

untuk mencapai tujuan. Menurut Muhammad (2005:172) ada empat langkah atau 

tahap dasar perencanaan, yaitu: pertama, tahapan menetapkan tujuan atau 

serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan keputusan. Tanpa 

rumusan tujuan yang jelas, sebuah lembaga akan menggunakan sumber daya yang 

secara efektif. Kedua, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan kondisi 

sekarang dari tujuan yang akan dicapai sangat penting, karena tujuan dan rencana 

menyangkut waktu yang akan datang. Ketiga, mengidentifikasi segala 

kemudahan. Kekuatan, kelemahan serta hambatan perlu diidentifikasikan untuk 

mengukur kemampuan dalam mencapai tujuan, oleh kerena itu perlu dipahami 

faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu mencapai 

tujuan, atau menimbulkan masalah. Keempat, mengembangkan rencana atau 

serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tahap akhir dalam proses 

perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan mencapai tujuan 

perencanaan pembiayaan pendidikan berbasis sekolah sedikitnya mencakup dua 

kegiatan yakni penyusunan anggaran dan pengembangan rencana kegiatan dan 

anggaran sekolah (RKAS). 

b. Pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari 

sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperici, implementasi 
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biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana 

pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan. Pembiayaan pendidikan berbasis 

sekolah dalam garis besarnya dapat dikelompokan ke dalam dua kegiatan yakni 

(1) penerimaan dan  (2)  pengeluaraan atau penggunaan. 

 

1. Penerimaan. 

 

Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan 

berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketepatan yang disepakati, 

baik berupa konsep teoritis maupun pemerintah. Secara konsep banyak 

pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan penerimaan keuangan, namun 

secara peraturan termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah ada 

beberapa karakteristik yang identik. 

2. Pengeluaran 
 

Pengeluaran sekolah berhubungan dengan pembayaran keuangan sekolah 

untuk pembelian sumber atau input dari proses sekolah seperti tenaga admnitrasi, 

guru, bahan-bahan, perlengkapan dan fasilitas. Dalam manajemen keuangan 

sekolah, pengeluaran keuangan harus dibukukan sesuai dengan pola yang telah 

ditetapkan oleh peraturan. Beberapa hal yang harus dijadikan patokan bendahara 

dalam pertanggungjawaban pembukuan, meliputi format buku kas harian, buku 

tabelaris dan format laporan daya serap penggunaan anggaran serta beban pajak. 

Aliran pengeluaran keuangan harus dicatat sesuai dengan waktu serta 

peruntukanya. 

c. Evaluasi dan Pertanggung Jawaban. Suatu proses untuk menyediakan 

informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai serta untuk 
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mengukur pencapaian dari pelaksanaan. Evaluasi bagaimana anggaran dapat 

melayani dengan baik untuk meningkatkan efektifitas sekolah. Evaluasi sering 

menunjukkan kemungkinan adanya perbedaan di dalam tujuan, prioritas, dan 

kemungkinan berbagai sumber daya yang tersedia. Pengawasan keuangan sekolah 

harus dilakukan melalui aliran masuk dan keluar uang yang dibutuhkan 

bendahara. Hal itu dilakukan mulai dari proses keputusan pengeluaran pos 

anggaran, pembelanjaan, perhitungan dan penyimpangan barang oleh petugas 

yang ditunjuk. Secara adminitrasi pembukuan setiap pengeluaran dan pemasukan 

ditangani sebagai berita acara, dan kepala sekolah bertanggung jawab. Menurut 

Harsono (2007:151) pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan dan triwulan 

kepada Kepala Dinas Pendidikan, Badan Adminitrasi Keuangan Daerah dan Dinas 

Pendidikan khusus untuk keuangan komite sekolah, bentuk pertanggungjawaban 

sangat terbatas pada tingkat pengurus dan tidak secara langsung kepada orang tua 

peserta didik. 

Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang 

berkenaan dengan perencanaan, penggunaan (pelaksanaan) dan pertanggung 

jawaban dana pendidikan di lembaga pendidikan atau sekolah. Menurut Bambang 

(2018:21) secara umum kegiatan pokok yang ada dalam manajemen pembiayaa 

pendidikan meliputi: (1).Perencanaan anggaran (budgeting) yaitu kegiatan 

mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang 

diinginkan secara sistematik. (2) Pelaksanaan (implementation involves 

accounting) yaitu penggunaan dana berdasarkan rencana yang telah dibuat. (3) 

Pertanggung – jawaban (auditing), yaitu proses penilain terhadap pelaksanaan 
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program yang telah dibuat untuk pencapaian tujuan. Pertanggungjawaban adalah 

proses pembuktian bahwa apa yang dilaksanakan sesuai dengan apa yng 

direncanakan, hal ini meliputi pertanggungjawaban, penerimaan dana, 

penyimpanan dan pengeluaran dan sesuai perencanaan (proporsional). 

Suherman (2019:23) prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan 

pendidikan adalah: hemat, terarah, terbuka, menyeluruh, periodik, akuntabel, 

efektif dan efisien. Dari sekian banyak sumber daya pendidikan, uang merupakan 

salah satu komponen yang berperan sangat penting. Hal ini dikarenakan oleh 

asumsi bahwa keuangan atau pembiayaan merupakan salah satu sumber daya 

yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. 

Meskipun pendidikan tidak dapat dikatakan hanya bergantung pada uang atau 

pendanaan, tapi tanpa didukung oleh pendanaan yang memadai,maka proses 

pendidikan sulit diharapkan tercapai secara efektif. 

Uang (pendanaan) ibarat bahan bakar dalam sistem kerja sebuah mobil, 

yang mati hidupnya ditentukan oleh ketersediaan bahan bakar. Kartasumirja 

(2010:231) uang dalam kaitannya dengan proses pendidikan, termasuk sumber 

daya yang sangat esensial dan sangat terbatas. Atas dasar asumsi inilah uang perlu 

dikelola (dimanage) secara efektif dan efisien agar tidak menghambat upaya 

mencapai tujuan pendidikan. Suhirna (2020:232) pendidikan sebagai investasi 

yang akan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan,sikap 

dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pembangunan suatu bangsa. 

Manajemen pembiayaan dalam lembaga pendidikan berbeda dengan 

manajemen perusahaan yang berorientasi profit atau laba. Budiman (2010:232) 
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organisasi pendidikan dikategorikan sebagai nir laba (non profit).  

Oleh karena itu manajemen pembiayaan memiliki keunikan sesuai dengan 

misi dan karakteristik pendidikan. Dengan kenyataan tersebut maka penerapan 

peraturan dan sistem manajemen pembiayaan yang baku dalam lembaga 

pendidikan tidak dapat dipungkiri. Menurut Budiman & Cahyo (2010:212) 

adapun persoalan yang berkaitan langsung dengan manajemen pembiayaan 

(pendanaan) pendidikan, antara lain :sumber dana yang terbatas, perencanaan 

pembiayaan program yang serampangan (tidak atau kurang proporsional), tidak 

sesuai dengan visi-misi dan kebijakan sebagaimana tertulis di dalam rencana 

strategis lembaga pendidikan. Di satu sisi, lembaga pendidikan perlu dikelola 

dengan tata kelola (manajemen yang baik, sehingga menjadikan lembaga 

pendidikan yang bersih, transparan dan kredibel dari berbagai penyelewengan 

yang merugikan lembaga pendidikan. 

Penyusunan anggaran (penganggaran) berangkat dari rencana kegiatan 

atau program yang telah disusun, kemudian diperhitungkan berapa biaya yang 

diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Namun, kadang-kadang dari 

jumlah dana yang tersedia baru mulai menyusun rencana tentang bagaimana dana 

tersebut dihabiskan. 

2.2.1.2 Mutu Pembelajaran 

 

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, tidak mungkin ada kegiatan 

pendidikan tanpa biaya, biaya tidak hanya berasal dari pemerintah, banyak 

sumber-sumber biaya dapat diperoleh lembaga salah satunya uang SPP siswa. 

Biaya itu diperlukan untuk memenuhi beragam kebutuhan yang berkenaan dengan 
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keberlangsungan proses pendidikan. Di sini, ketersediaan biaya sangat 

menentukan capaian tujuan dan target pendidikan. Menurut Garvi dan Davis 

(1994) dalam Muhammad Arif dan Elfrianto (2017:274) menyatakan, mutu ialah 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, tenaga kerja, proses dan 

tujuan serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 

Menurut Juran dalam Notoatmodjo (1998:12) jika disematkan pada satu produk, 

mutu ialah kecocokan penggunaan produk (fitness for use) dimaksud untuk 

memenuhi hajat dan kepuasan pelanggan.  

Kecocokan penggunaan produk itu didasarkan atas lima ciri utama; (a) 

teknologi; yaitu kekuatan; (b) psikologis, yaitu rasa atau status; (c) waktu, yaitu 

kehandalan; (d) kontraktual, yaitu ada jaminan mutu produk; dan (e) etika, yaitu 

sopan santun. Menurut Supriadi (2003:17) pendidikan yang bermutu adalah model 

pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dan 

kemampuan. Keunggulan dan kemampuan, idealnya, dihargai publik di ranah 

akademik, teknikal-vokasional, atau kejuruan (keterampilan), yang dilandasi oleh 

mutu kompetensi profesional, personal, sosial, kepribadian, moral, serta akhlak 

mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (life skill) di ranah 

moral, etis, dan sosial. Supriadi lebih lanjut menegaskan bahwa pendidikan 

bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (insan 

kamil), yaitu manusia dengan kepribadian yang integratif, utuh, yaitu individu 

yang mampu memadukan unsur iman, ilmu, dan amal; antara ilmu, teknologi dan 

taqwa untuk standar lulusannya.  

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang bermutu 
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bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, dia merupakan hasil dari suatu 

proses pendidikan berjalan dengan baik, efektif dan efesien. Dan proses 

pendidikan tidak akan berjalan apabila tidak ada unsur pembiayaan didalamnya, 

oleh karena itu pembiayaan memiliki pengaruh terhadap peningkatan mutu 

pendidikan. 

Pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa. Pembelajaran 

merupakan proses yang sangat vital dalam mencerdaskan kehidupan manusia. 

Tanpa adanya pembelajaran, guru tidak akan dapat mengarahkan para siswa 

menemukan pengetahuan, mengembangkan sikap positif, dan melatih potensi 

psikomotoriknya. Dengan kata lain pembelajaran pada hakikatnya merupakan 

proses komunikasi antara peserta didik dengan pendidik serta antar peserta didik 

dalam rangka perubahan sikap. 

Mutu pembelajaran merupakan refleksi dari kemampuan profesional guru 

dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Menurut Hamalik (2007:51) mutu 

pembelajaran merupakan salah satu aspek penilaian dari suatu sekolah. Jadi 

kualitas (mutu) pembelajaran dapat diartikan dengan kualitas ataupun keunggulan 

proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, ditandai dengan kualitas atau 

lulusan atau output institusi pendidikan atau sekolah. Pengaruh pembelajaran atas 

pengajaran sering menguntungkan dan biasanya mudah untuk diamati. 

Mutu pembelajaran identik dengan pembelajaran yang baik dan efektif. 

Pembelajaran yang efektif itu menurut Kyriacou (2009:121) mencakup dua hal 

pokok, yaitu waktu belajar aktif ‘active learning time’ dan kualitas pembelajaran 

‘quality of instruction’. Hal yang pertama berkenaan dengan jumlah waktu yang 
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dicurahkan oleh siswa selama dalam pelajaran berlangsung. Bagaimana para 

siswa terlibat, engage, dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Hal yang kedua berkaitan dengan kualitas aktual belajar itu sendiri. 

Artinya, bagaimana proses atau interaksi pembelajaran dapat berlangsung antara 

guru-siswa, siswa-siswa dan siswa-sumber belajar. 

Miarso (2004:45) mengatakan bahwa mutu pembelajaran merupakan salah 

satu standar mutu pendidikan dan sering kali diukur dengan tercapainya tujuan, 

atau dapat juga diartikan sebagai ketepatan dalam mengelola suatu situasi, ”doing 

the right things”. Hamalik (2001:61) menyatakan bahwa pembelajaran yang 

efektif adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau 

melakukan aktivitas seluas-luasnya kepada siswa untuk belajar. Penyediaan 

kesempatan belajar sendiri dan beraktivitas seluas-luasnya diharapkan dapat 

membantu siswa dalam memahami konsep yang sedang di pelajari. 

Hamalik (2007:231) peningkatan mutu pembelajaran dengan melalui 

pengembangan sebagai berikut : 1) Model kegiatan pembelajaran yang mengacu 

pada standar proses. Peran peserta didik dalam proses pembelajaran secara 

Paikem peserta didik dapat membentuk karakter dan memiliki pola pikir serta 

kebebasan berpikir sehingga dapat melakukan aktivitas intelektual yang kreatif 

dan inovatif, berargumentasi, mempertanyakan menemukan dan memprediksi, 2) 

Keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara 

sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak 

terbatas pada materi yang telah diberikan oleh guru, 3) Bertanggung jawab 

terhadap mutu perencanaan kegiatan belajar untuk setiap mata pelajaran yang 
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diampunya agar siswa mampu : 

a. Meningkat rasa ingin tahunya 

b. Mencapai keberhasilan mengajarnya secara konsisten sesuai dengan tujuan 

c. Memahami perkembangan pengetahuan dengan kemampuan mencari 

sumber    informasi, mengolah informasi menjadi pengetahuan. 

d. Menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. 

e. Mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain, 

f. Mengembangkan belajar mandiri dan kelompok dengan proporsi yang wajar 

Ada sepuluh kemampuan dasar yang harus dimiliki guru dalam 

meningkatkan mutu (kualitas) pembelajaran.  

Menurut Hermawan (2007:412) yaitu : 

1) Menguasai bahan Dalam menguasai bahan atau materi meliputi : (1) 

menguasai bahan/materi bidang studi dalam kurikulum sekolah, (2) 

menguasai bahan pendalaman(cara)/ aplikasi bidang studi 

2)  Mengelola program pembelajaran, meliputi : (1) Merumuskan tujuan 

instruksional (2) Mengenal dan dapat menggunakan metode mengajar, (3) 

Memilih dan menyusun prosedur instruksional yang tepat, (4) 

Melaksanakan program belajar mengajar, (5) Mengenal kemampuan siswa, 

(6) Merencanakan dan melaksanakan remedial 

3) Mengelola kelas, meliputi : (1) Mengatur tata ruang kelas, (2) Menciptakan 

iklim belajar yang serasi seperti : menyesuaikan ruang kelas dengan materi 

pelajaran yang akan diajarkan. 

4) Menggunakan media dan sumber, meliputi : (1) Mengenal, memilih dan 
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menggunakan media (2) Membuat alat-alat bantu pelajaran sederhana (3) 

Menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka proses belajar 

mengajar (4) Mengembangkan laboratorium (5) Menggunakan 

perpustakaan dalam proses belajar mengajar (6) Menggunakan micro 

teaching unit dalam program pengalaman lapangan. 

 Menguasai landasan-landasan pendidikan Yaitu adanya persepsi atau 

pemahaman guru terhadap proses pembelajaran dan proses pendidikan. 

Penguasaan landasan kependidikan inilah nantinya bisa membentuk kepribadian 

atau karakteristik guru sebagai seorang pendidik 

2.2.1.3  Faktor-Faktor Peningkatan Mutu Pembelajaran 

Untuk mningkatkan mutu pendidikan di sekolah, Danim (2007:123) 

meengatakan bahwa jika sebuah institusi hendak meningkatkan mutu 

pendidikannya maka minimal harus melibatkan lima faktor yang dominan, yaitu: 

a. Kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah harus memiliki dan 

memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, 

mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, 

memberikan layanan yang optimal, dan disiplin kerja yang kuat. 

b. Guru Perlibatan. guru secara maksimal, dengan meningktakan kompetensi 

dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, lokakarya serta pelatihan 

sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan di sekolah. 

c. Siswa Pendekatan. yang harus dilakukan adalah “anak sebagai pusat” 

sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali sehingga sekolah 

dapat mengiventarisir kekuatan yang ada pada siswa. 
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d. Kurikulum. Adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu dapat 

memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang diharapkan sehingga 

goals (tujuan) dapat dicapai secara maksimal. 

e. Jaringan kerjasama. Jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada 

lingkungan sekolah dan masyarakat semata (orang tua dan masyarakat ) 

tetapi dengan organisasi lain, seperti perusahaan atau instansi pemerintah 

sehingga output dari sekolah dapat terserap didalam dunia kerja. 

2.2.1.4  Indikator Peningkatan Mutu Pembelajaran 

 

Secara nasional standar mutu pendidikan merujuk kepada Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) meliputi: 

a. Standar kompetensi lulusan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan 

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

b. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat 

kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu. 

c. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada 

satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 

d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai 

pendidikan penjabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan 

dalam jabatan. 

e. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat 
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berolahraga, tempat beribadah,  perpustkaan, laboratorium, bengkel kerja, 

tempat bermain, tempat berkreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan 

untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

f. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan kegatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, 

kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pendidikan. 

g. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya 

operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. 

h. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, 

prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik 

Menurut Sunjaya (2012:122) kualitas pembelajaran yang baik dan efektif 

dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu: (a) Perilaku pembelajaran pendidik 

(guru). Keterampilan dalam mengajar seorang guru menunjukkan karakteristik 

umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan 

yang diwujudkan dalam bentuk tindakan; (b) Perilaku atau aktivitas siswa. Siswa 

di sekolah dapat banyak melakukan aktivitas belajar baik di kelas maupun di luar 

kelas/di lingkungan sekolah semisal kegiatan ekstrakulikuler dan lainnya; (c) 

Iklim pembelajaran. Iklim pembelajaran dapat berupa suasana kelas yang 

kondusif dan suasana sekolah yang nyaman; (d) Materi pembelajaran. Materi 

pembelajaran yang berkualitas terlihat dari kesesuaikannya dengan tujuan 

pembelajaran dan kompetensi  yang harus ditempuh;  (e) Media pembelajaran. 
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Media pembelajaran menciptakan suasana belajar menjadi aktif, memfasilitasi 

proses interaksi antara siswa dan guru, siswa dan siswa, siswa dan ahli bidang 

ilmu yang relevan; dan (f) Sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran di sekolah 

mampu menunjukkan kualitasnya jika sekolah menonjolkan ciri khas 

keunggulannya, memiliki penekanan dan kekhususan lulusannya. 

Mutu pembelajaran pada hakikatnya menyangkut mutu proses dan mutu 

hasil pembealajaran. Hadis (2010:97) menjelaskna bahwa mutu proses 

pembelajaran diartikan sebagai mutu aktivitas pemebelajaran yang dilaksankan 

oleh guru dan pesrta didik di kelas dan tempat lainnya. Sedangkan mutu hasil 

pembelajaran adalah mutu aktivitas pembelajaran yang terwujud dalam bentuk 

hasil belajar nyata yang dicapai oleh peserta didik berupa nilai-nilai. Dalam 

memenuhi kualitas pembelajaran yang efektif/bermutu tentu tidak semulus “aliran 

tetesan air di cermin”. Banyak permasalahan dan kendala yang terjadi dalam 

prosesnya semisal siswa kurang dapat menangkap paparan materi oleh guru, guru 

kurang cakap dan salah dalam pemilihan dan pemanfaatan media pembelajaran, 

dan lain sebagainya. 

Sedangkan suatu pembelajaran dikatakan bermutu menurut 

Soesmosasmito (dalam Trianto, 2012:20) yakni apabila memenuhi persyaratan 

utama keefektifan pengajaran, yaitu: 1) Presentasi waktu belajar siswa yang tinggi 

dicurahkan terhadap KBM; 2) Rata-rata perilaku melaksanakan tugas yang tinggi 

diantara siswa; 3) Ketetapan antara kandungan materi ajaran dengan kemampuan 

siswa (orientasi keberhasilan belajar) diutamakan; dan 4) Mengembangkan 

suasana belajar yang akrab dan positif, mengembangkan struktur kelas yang 
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mendukung butir (2), tanpa mengabaikan butir (4) Adapun aspek kunci dalam 

pembelajaran efektif yang dikemukakan oleh Guntur (dalam Supardi, 2013: 166) 

adalah sebagai berikut. 1) Kejelasan, guru harus menyajikan informasi tersebut 

dengan caracara yang dapat membuat peserta didik mudah memahaminya. 2) 

Variasi, merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan perubahan- 

perubahan yang dibuat oleh guru saat menyajikan materi pelajaran. Variasi ini 

meliputi metode mengajar, strategi bertanya, berbagai tipe media pembelajaran 

dan lain sebagainya. 3) Orientasi tugas, orientasi keberhasilan tugas pada dasarnya 

merupakan persoalan manajemen kelas.  

Orientasi ini menghendaki guru memonitor aktivitas para peserta didik 

secara terus-menerus dan mendorong peserta didik untuk terlibat secara 

konstruktif dalam perumusan tujuan pembelajaran. 4) Keterlibatan peserta didik 

dalam pembelajaran (engagement in learning), keberhasilan belajar dipengaruhi 

oleh sejumlah waktu yang dihabiskan peserta didik untuk mengerjakan tugas 

akademik yang sesuai. Penggunaan waktu yang sesuai oleh guru dapat 

memaksimalkan waktu peserta didik. 5) Pencapaian kesuksesan peserta didik 

yang tinggi (student success rates), pembelajaran yang sukses menghasilkan 

prestasi peserta didik. Laju pencapaian hasil belajar yang sedang ke tinggi 

berdasarkan tugas-tugas belajar memungkinkan para peserta didik menerapkan 

pengetahuan yang dipelajarinya ke dalam aktivitas kelas, seperti menjawab 

pertanyaan dan memecahkan permasalahan. 

Menurut Rabukit, Rakhmat dan Tri Indah (2021:251) Keberhasilan 

mengajar, selain ditentukan oleh faktor kemampuan, motivasi, dan keaktifan 
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peserta didik dalam belajar dan keaktifan peserta didik dalam belajar dan 

kelengkapan fasilitas atau lingkungan belajar, juga akan tergantung pada 

kemampuan guru dalam mengembangkan berbagai keterampilan mengajar. 

Keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang mutlak harus dimiliki 

oleh seorang guru. Penguasaan terhadap keterampilan ini, guru mampu mengelola 

kegiatan pembelajaran secara lebih efektif. Selain itu keterampilan dasar mengajar 

juga berperan penting dalam proses pembelajaran, semakin guru memahami dan 

mengaplikasikan keterampilan tersebut, semakin berpengaruh positif juga terhadap 

proses pembelajaran. 

 

2.2. Penelitian yang Relevan 

Penelitian-penelitian yang relevan dalam mendukung penelitian ini 

beberapa diantaranya yakni : 

1. Penelitian yang dilakukan Yusmina (2016) menjelaskankan bahwa dana 

BOS sangat relevan dengan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten 

Gresik. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa dana BOS yang dikelola 

dengan baik akan memberikan dampak bagi mutu sekolah 

2. Penelitian, Azizul, dkk (2015) menjelaskan bahwa manajemen yang baik 

terhadap dana BOS, mendorong tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi 

terhadap sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan 

3. Penelitian Abdillah, dkk (2009) menjelaskan bahwa pemberian dana BOS 

sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dari akademik 

siswa, kualitas guru, sarana dan prasarana serta pembelajaran 

4. Penelitian Yusnidani (20014) menjelaskan bahwa manajemen dana BOS 
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memiliki pengaruh terhadap prestasi siswa dan pengembangan operasional 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

5. Penelitian Silitonga (2010) menjelaskan bahwa manajemen BOS sangat 

efektif dalam mencapai tujuan pendidikan jika dilakukan secara transparan 

dan akuntabilitas yang tinggi. 

 

2.3. Kerangka Berfikir 

Pembiayaan merupakan hal yang sangat penting bagi berlangsungnya 

lembaga pendidikan, pembiayaan pendidikan terdapat beberapa sumber salah 

satunya dana BOS yang merupakan program pemerintah. Dana BOS diberikan 

kepada siswa yang kurang mampu agar bisa menjalankan wajib belajar 9 

(Sembilan) tahun yang bermutu. Pembiayaan dana BOS tidak hanya diberikan 

kepada sekolah atau madrasah formal, akan tetapi diberikan juga kepada lembaga 

nonformal seperti pondok pesantren yang melaksanakan program wajar dikdas 9 

(Sembilan) tahun, dan telah memiliki piagam penyelenggaraan. 

Dalam perencanaan penggunaan dana BOS, hal utama dilakukan adalah 

menyusun RAPBS. RAPBS berisi ragam sumber pendapatan dan jumlah 

nominalnya, baik rutin maupun pembangunan, ragam pembelanjaan, dan jumlah 

nominalnya dalam satu tahun anggaran. Penggunaan dana BOS merupakan 

pelaksanaan dari RAPBS dana BOS yang sudah disusun. Penggunaan dana BOS 

ini harus mengacu dan berpedoman kepada RAPBS yang sudah dibuat baik 

menyangkut mata anggaran maupun besar anggarannya. Penggunaan dana BOS 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga yang kegiatannya mencakup 

pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan, sehingga 
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memudahkan proses pengawasan atas penggunaan dana. Sebagai salah satu 

bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BOS, masing-masing 

pengelola program di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah) 

diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Penyaluran 

dana BOS harus sesuai atau tepat sasaran, pemerintah juga harus melakukan 

pengawasan terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah, agar tidak 

terjadi kecurangan. 

Berdasarkan fokus penelitian, hasil riset sebelumnya juga teori yang 

dijadikan acuan maka kerangaka berfikir penelitian dapat digambarkan sebagai 

berikut : 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

dengan studi kasus. Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan adalah 

berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Menurut Akrim (2021:35) 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. 

Data yang dimaksud berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, 

video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. 

Penelitian kualitatif menggunakan metode pengamatan, wawancara, atau 

penelaahan dokumen. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

pendekatan deskriptif. Menurut Arikunto (2006:11) penelitian deskriptif 

merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh 

peneliti dari subjek yang berupa individu, organisasional atau perspektif yang lain. 

Adapun tujuannya adalah untuk menjelaskan aspek yang relefan dengan fenomena 

yang diamati dan menjelaskan karakteristik fenomena atau masalah yang ada. 

Pada umumnya penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis (non hipotesis) 

sehingga dalam penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Menurut 

Arikunto (2006:246) ada tiga macam pendekatan yang terasuk dalam penelitian 

deskriptif, yaitu penelitian kasus atau studi kasus (case studies), penelitian kausal 

komparatif dan penelitian korelasi. Berkaitan itu, penelitian ini adalah penelitian 

studi kasus karena peneliti akan mengeksplorasi informasi maupun data temuan 

40 
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lapangan mengenai bagaimana manajemen pengelolaan Dana BOS (Bantuan 

Operasional Sekolah) dalam Meningkatan Mutu Pembelajaran di SD Negeri 

163088 Tebing Tinggi. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 
 

Penelitian ini bertempat di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi. Adapun 

waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret s/d September 2022. 

Tabel 3.1 Waktu dan Rencana Jadwal Penelitian 

 

No Kegiatan 
Tahun 2021/2022 

Nop Des Jan Feb Mar April Mei Jun Juli Agus Sep 

1 Studi awal            

2 Penyusunan 
Proposal 

           

3 Bimbingan Proposal            

4 Seminar Proposal            

5 Perbaikan Proposal            

6 Pengumpulan Data            

7 Interpretasi Data            

8 Penyusunan 
Laporan 

           

9 Seminar Hasil            

10 Sidang Tesis            

 
3.3 Subyek dan Objek Penelitian 
 

Subyek penelitian menurut Sugiyono (2016:121) adalah merupakan siapa 

atau apa yang bisa memberikan informasi dan data untuk memenuhi topik 

penelitian. Subyek penelitian dapat berupa orang, tempat, lingkungan, material 

dan lainnya. Dengan demikian subyek penelitian ini adalah para penyelenggara 

pendidikan di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi, yakni kepala sekolah, guru, 

siswa, pengawas dan komite sekolah. 

Obyek penelitian berupa himpunan elemen yang dapat berupa orang, 
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organisasi atau barang yang akan diteliti. Obyek penelitian, adalah pokok 

persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. 

Dengan demikian obyek penelitian ini adalah manajemen dana BOS di SD Negeri 

163088 Tebing Tinggi. 

 

3.4 Sumber Data Penelitian 
 

Data penelitian ini berasal dari berbagai macam sumber, tergantung jenis 

penelitian serta data-data apa yang diperlukan. Berdasarkan sumbernya, data 

penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu: 

1. Sumber data primer. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumber 

aslinya. Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari Kepala 

Sekolah, Pengawas Sekolah, Guru, Komite Sekolah dan Siswa. Proses 

pengumpulan data melalui wawancara dilakukan secara snow ball, yakni 

pengumpulan data dari satu informan ke informan lainnya sampai jenuh. 

2. Sumber data sekunder. Sumber data skunder yaitu sumber data tertulis yang 

digunakan untuk melengkapi sumber data primer seperti buku, majalah, 

dokumen pribadi ataupun dokumen resmi. Adapun dokumen resmi dalam 

penelitian ini adalah dokumen tentang profile sekolah, visi & misi, Rencana 

Kegiatan Tahunan (RKT) BOS, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BOS, 

data guru, dan lainnya. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

     Pada penelitian ini metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah: 

1. Wawancara. 

Menurut Arikunto (2006:125) wawancara adalah sebuah dialog yang 

dilakukan oleh pewancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara. Peneliti menggunakan pedoman interview semi struktur yaitu 

wawancara dengan menanyakan serangkaian pertanyaan yang sudah terstruktur 

dengan global, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek ketarangan 

lebih lanjut. Wawancara ini dilakukan dengan menciptakan suasana sedemikian 

rupa sehingga informan tidak merasa bahwa dirinya dijadikan subyek penelitian. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah, 

Guru, Komite Sekolah dan Siswa. 

2. Observasi. 

Menurut Iqbal (2011:174) observasi yaitu pengamatan yang meliputi 

kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan suatu 

alat. Metode ini adalah metode yang menggunakan pencatatan. Dalam hal ini 

peneliti menggunakan observasi partisipan yaitu teknik pengumpulan data dimana 

peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek 

yang diselidiki. Dalam peneletian ini, peneliti melakukan beberapa kali 

pengamatan atau observasi ke sekolah agar peneliti dengan mudah dapat 

mengetahui bagaimana kondisi sekolah, letak geografis, kegiatan ekstrakurikuler, 

sarana, dan prasarana yang ada di sekolah yang menjadi objek penelitian. 
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3. Dokumentasi 

Metode ini merupakan suatu cara atau teknik memperoleh data mengenai 

hal–hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk 

mendokumentasikan tentang proses dan data di lapangan. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Pengolahan data merupakan suatu proses, cara, perbuatan mengolah semua 

keterangan untuk keperluan penelitian. Beberapa kegiatan tekhnis yang 

berhubungan dengan pengolahan data ini adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

Reduksi data adalah mengidentifikasikan adanya satuan yaitu bagian 

terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan 

fokus dan masalah penelitian. Sesudah satuan diperoleh langkah berikutnya 

adalah membuat koding. Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap 

satuan, agar supaya tetap data ditulusi data/satuannya, berasal dari sumber mana. 

2. Penyajian data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan mudah untuk 

memahami  apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

saja yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya dalam melakukan display data, 

selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan 
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kerja), dari chart. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 

berupa skripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang remang 

atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat 

berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Penelitian 

4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

Sekolah SD Negeri 163088 adalah salah satu satuan pendidikan dengan 

jenjang SD di Rambung, Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Sumatera 

Utara. Dalam menjalankan kegiatannya, SD Negeri 163088 berada dibawah 

naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan luas 1,882 m². 

Tanggal SK.Pendirian 1954-01-01. 

a. Visi : 

“Mewujudkan siswa berprestasi, terampil, beriman dan taqwa, berbudaya, 

peduli lingkungan dan kekeluargaan”. 

b. Misi : 

1. Menanamkan keyakinan/ akidah melalui pendidikan dan pengamalan 

agama 

2. Melaksanakan proses belajar secara aktif, inovatif, kreatif untuk 

menumbuhkan     semangat berprestasi 

3. Meningkatkan disiplin, rasa kesetiakawanan dan berkarakter serta cinta 

tanah   air 

4. Mengembangkan pengetahuan dibidang IPTEK, Olah raga, dan Seni 

Budaya sesuai dengan bakat, minat dan potensi siswa agar lebih mencintai 

budaya sendiri 

5. Menumbuh kembangkan rasa cinta dan peduli lingkungan yang sejuk dan 
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bersih 

6. Menjalin dan menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dan warga 

sekolah 

Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak adanya program dana bantuan 

operasional (BOS) dari Pemerintah Republik Indonesia yang dikelola melalui 

badan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 

anggaran 2006 telah banyak manfaatnya bagi satuan pendidikan. Hal ini 

dituangkan dalam program Bantuan Operasional Sekolah atau yang dikenal 

dengan istilah BOS untuk tingkat SD sampai dengan SMA/Sederajat, sehingga 

tidak ada lagi pungutan biaya sekolah alias biaya pendidikan liar. Program dana 

BOS yang lahir ini sudah dirasakan oleh pihak SD terkhusus SD Negeri 163088 

Tebing Tinggi ditinjau dari aspek manajamen yakni (1) perencanaan, (2) 

penggunaan dan (3) pelaporan yang dampaknya terhadap peningkatan mutu 

sekolah ditinjau dari (1) peningkatan hasil belajar siswa, (2) pengembangan 

kompetensi guru, dan (3) peningkatan sarana belajar di sekolah. 

Sebagaiman uraian di atas, berikut pemaparan temuan penelitian terkait 

dengan “Manajeman Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi”, ditinjau 

dari beberapa aspek sebagaimana paparan data temuan penelitian sebagai berikut. 

 

4.2 Temuan Umum Penelitian 

Paparan temuan penelitian mencakup aspek-aspek manajemen dana BOS 

yang dilakukan di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi mencakup (1) perencanaan, 

(2) penggunaan, (3) pelaporan penggunaan. Aspek-aspek tersebut dihimpun 
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berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi di lapangan. 

4.2.1 Perencanaan Dana BOS di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi 

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan 

Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program 

wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan 

perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses 

menuju peningkatan kualitas. Namun dengan adanya kebijakan dana BOS ini 

bukan berarti turut berhentinya permasalahan pendidikan di Indonesia, dalam 

kenyataan yang terjadi, masih dapat kita temukan berbagai kendala dalam 

penyaluran dan realisasi dana BOS. Berbagai masalah muncul terkait dengan 

adanya berbagai kasus penyelewengan dana BOS, dan mengenai ketidak efektifan 

pengelolan dana BOS oleh pemerintah. 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada 

dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi 

satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun 

demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang 

diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Sebagaimana menurut Peraturan 

Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah 

standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia 

selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar 

satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan 

berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Selain itu, PP 48 tahun 2008 

tentang Pendanaan Pendidikan, biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan 



49  

 

atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, 

jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, 

transportasi, konsumsi, pajak dan lain-lain. Namun demikian, ada beberapa jenis 

pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana 

BOS. 

Pemerintah memberikan kebebasan kepada pihak penerima Dana BOS SD 

untuk melaksanakan Pengelolaan Dana BOS SD. Pemberian kebebasan ini 

mencakup perencanaan pengelolaan sebagaimana disesuaikan dengan kondisi dan 

kebutuhan dari masing-masing sekolah penerima Dana BOS SD. Sebagaimana 

hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri 163088 Tebing Tinggi menyebutkan 

bahwa : 

Proses manajemen BOS di sekolah meliputi perencanaan dalam hal 

pembiayaan disebut rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS), 

perencanaan yang telah disusun dijadikan pedoman dalam pelaksanaan dan 

evaluasi. Penyusunan alokasi anggaran memang menyesuaikan dengan 

keadaan sekolah dan mengacu pada petunjuk teknis yang ada. Untuk 

menjaga agar jangan sampai terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana 

BOS diperlukan laporan administrasi keuangan. Perwujudan dari 

manajemen adalah pengelolaan dana BOS agar efektif, efisien, akuntabel 

dan transparan. (Wawancara, 3 Maret 2022, Pukul 10.00 – 11.00 wib) 
 

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah seorang guru senior SD Negeri 163088 

Tebing Tinggi yang menerangkan: 

Saya bertugas di SD Negeri selaku pengajar sejak tahun 1992 sampai 

dengan saat ini mengetahui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang 
disalurkan oleh Kementrian Pendidikan Republik Indonesia sejak Tahun 

Anggaran 2006 telah diterima oleh pihak sekolah SD kami sampai dengan 
tahun anggaran saat ini. Alokasi anggaran BOS sesuai dengan usulan 

perencanaan yang disusun sekolah kami, (Wawancara, 3 Maret 2022, Pukul 

10.00 – 11.00 wib). 
 

Berdasarkan penjelasan di atas tersebut, dapat dikatakan sejak adanya 
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program dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) tersebut maka keuangan dari 

pihak sekolah SD Negeri 163088 Tebing Tinggi setiap tahun anggarannya 

bertambah dan bermanfaat bagi sekolah, dimana pertambahan anggaran tersebut 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 tahun 

2021 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan laporan keuangan BOS 

Tahun Anggaran 2021 yang telah menetapkan jumlah besaran dana Bos yang 

diterima oleh pihak sekolah didasarkan pada perkalian jumlah siswa setiap 

tahunnya. Selain itu, dalam perencanaan Dana BOS di SD Negeri 163088 Tebing 

Tinggi, sekolah harus menentukan pertimbangan tugas dan tujuan pada tahun 

anggaran Dana BOS SD. Penentuan tugas dan tujuan didasarkan atas pengajuan 

dari guru dan karyawan yang mana dirangkum dalam RKAS dan RAB BOS SD. 

Hasil dari penyusunan tersebut akan dimintakan pertimbangan kepada Komite 

Sekolah, yang kemudian akan disetujui atau ditandatangani oleh Kepala Sekolah 

atas pertimbangan dari Komite Sekolah. 

Selain itu, dalam perencanaan dana BOS, pihak sekolah menyusun 

rencana BOS berkaitan dengan perencanaan kegiatan tahun 2021 diantaranya data 

kesiapan menyelenggarakan Ujian Nasional serta data siswa kelas akhir yang akan 

mengikuti Ujian Nasional baik UNBK maupun UNKP; Data RKAS dan Realisasi 

BOS sampai dengan Oktober 2021, serta jumlah tenaga guru dan kependidikan 

diluar PNS. Selain itu, sebagaimana temuan dilapangan bahwa semangat dan 

antusias seluruh Sekolah Dasar penerima BOS menyampaikan perencanaan dana 

BOS oleh pihak sekolah telah sesuai antara perencanaannya dengan realisasi dan 

pemanfaatan BOS, bagaimana dana yang telah diarahkan penggunaannya agar 
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dapat digunakankan secara maksimal. Sebagaimana wawancara dengan kepala 

sekolah SD Negeri 163088 Tebing Tinggi menyebutkan bahwa : 

Penggunaan dana BOS telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan 

sekolah, dilakukan secara efisiensi, dan penggunaannya sesuai dengan 

outcome yang telah di prediksi. Dalam program BOS, dana yang diterima 

oleh sekolah secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan 

melibatkan dewan guru dan komite sekolah. Program BOS sangat 

mendukung implementasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, yang 

secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian 

wewenang (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk 

mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah 

dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 

(Wawancara, 4 Maret 2022, Pukul 10.00 – 11.00 wib). 

 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan MBS menuntut 

partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan (kepala sekolah, orang tua murid, 

tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, dunia usaha, dan anggota masyarakat 

lainnya) untuk andil secara insentif di dalam operasi sekolah. Partisipasi yang 

insentif menjadi keharusan karena sekolah harus makin banyak tumbuh dengan 

menyangga sendiri secara finansial. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih 

memahami serta mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan termasuk 

dalam kegiatan belajar mengajar.  

Sekolah adalah partisipasi dari masyarakat. Partisipasi penting untuk 

meningkatkan rasa memiliki, peningkatan rasa memiliki akan meningkatkan rasa 

tanggung jawab, dan peningkatan tanggung jawab akan meningkatkan 

dedikasi/kontribusi. MBS menuntut partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan 

(kepala sekolah, orang tua murid, tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, dunia 

usaha, dan anggota masyarakat lainnya) untuk andil secara insentif di dalam 

operasi sekolah. Partisipasi yang insentif menjadi keharusan karena sekolah 
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harus makin banyak tumbuh dengan menyangga sendiri secara finansial. Dengan 

demikian, masyarakat dapat lebih memahami serta mengawasi dan membantu 

sekolah dalam pengelolaan termasuk dalam kegiatan belajar mengajar. Besarnya 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah tersebut mungkin dapat 

menimbulkan tumpang tindih kepentingan antara sekolah, orang tua dan 

masyarakat. Dengan demikian perlu dibatasi bentuk partisipasi setiap unsur 

secara jelas dan tegas. 

Merencanakan adalah membuat suatu target-target yang akan dicapai atau 

diraih dimasa depan. Dalam organisasi merencanakan adalah suatu proses 

memikirkan dan menetapkan secara matang, arah tujuan dan tindakan sekaligus 

mengkaji berbagai sumber daya dan metode atau teknik yang tepat. Perencanaan 

dalam anggaran dana BOS ialah kegiatan merencanakan sumber dana bantuan 

operasional sekolah untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan 

pendidikan. Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan 

untuk mencapai suatu tujuan berhubungan dengan anggaran atau budget, sebagai 

penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan. 

Hasil penelusuran dilapangan, diketahui bahwa perencanaan dana BOS oleh SD 

Negeri 163088 Tebing Tinggi mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

4.2.2 Penyusunan Anggaran dan Pengembangan Rencana Kegiatan 

Tahunan Sekolah atau RKTS. 

 

 Adapun Kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan tujuan, 

menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional 

dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost-

effectiveness, dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai 
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sasaran. 

a. Pengembangan Rencana Kerja Tahunan Sekolah. Proses pengembangan ini 

pada umumnya menempuh langkah-langkah pendekatan dengan prosedur 

sebagai berikut: 

1) Pada tingkat kelompok kerja. Kelompok kerja yang dibentuk sekolah, 

yang terdiri dari para pembantu kepala (guru dan wakil kepala 

sekolah) memiliki tugas antara lain melakukan identifikasi kebutuhan- 

kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan, selanjutnya diklasifikasikan, 

dan dilakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan. Dari hasil 

analisis kebutuhan biaya yang dilakukan oleh kelompok kerja 

selanjutnya dilakukan seleksi alokasi yang diperkirakan sangat 

mendesak dan tidak bisa dikurangi, sedangkan yang dipandang tidak 

menggunakan kelancaran kegiatan pendidikan, khususnya proses 

belajar mengajar maka dapat dilakukan pengurangan biaya sesuai 

dengan yang tersedia. 

2) Pada tingkat kerjasama dengan komite sekolah. Hal ini perlu 

dilakukan untuk mengadakan rapat pengurus dan anggota dalam 

rangka mengembangkan kegiatan yang harus dilakukan sehubungan 

dengan pengembangan RKTS 

3) Sosialisasi dan legalitas. Pada tahap ini kelompok kerja melakukan 

konsultasi dan laporan pada pihak pengawas, serta mengajukan usulan 

RKTS kepada pihak Dinas Pendidikan untuk mendapat pertimbangan 

dan pengesahan. 
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Berdasarkan hasil analisis pada aspek perencanaan di atas, dalam 

perencanaan penggunaan dana BOS di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi, hal 

utama dilakukan adalah menyusun RKTS. RKTS merupakan rencana perolehan 

pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program 

kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan 

lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran. 

Dengan demikian, RKTS berisi ragam sumber pendapatan dan jumlah 

nominalnya, baik rutin maupun pembangunan, ragam pembelanjaan, dan jumlah 

nominalnya dalam satu tahun anggaran. Penyusunan RKTS perlu memerhatikan 

asas anggaran antara lain asas kecermatan, asas terinci, asas keseluruhan, asas 

keterbukaan, asas periodik, dan asas pembebanan.  

Pelaksanaan kegiatan pembelajaan keuangan mengacu kepada 

perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang ditempuh di dalam 

pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif dan efisien. Oleh sebab itu, 

penggunaan anggaran memerhatikan asas umum pengeluaran negara, yaitu 

manfaat penggunaan uang negara minimal harus sama apabila uang tersebut 

dipergunakan langsung oleh masyarakat.  

Penggunaan dana BOS merupakan pelaksanaan dari RAPBS dana BOS 

yang sudah disusun. Penggunaan dana BOS ini harus mengacu dan berpedoman 

kepada RKTS yang sudah dibuat baik menyangkut mata anggaran maupun besar 

anggarannya. Jelas apabila program BOS dapat diartikan sebagai bantuan 

pendidikan gratis bagi siswa yang berada di jenjang pendidikan SD. 

Pelaksanaan BOS yang telah di laksanakan di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi 
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sangat bermanfaat dalam penuntasan pendidikan wajib belajar dasar 9 tahun yang 

bermutu, agar dapat menciptakan masyarakat yang beradab dan berdaya saing 

global. 

4.2.3 Penggunaan dan Pelaporan Dana BOS di SD Negeri 163088 Tebing 

Tinggi 

 

Setiap organisasi memerlukan suatu pengelolaan agar proses kegiatan 

yang dilakukan menjadi efektif dan efisien. Pengelolaan suatu organisasi 

dilakukan oleh sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya. 

Pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara sistematis mulai dari perencanaan 

sampai pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya 

adalah untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan 

dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala 

Sekolah SD Negeri 163088 Tebing Tinggi tentang bagaimana penggunaan BOS, 

apakah sesuai dengan 7 prinsip pengelolaan atau penggunaan dana BOS, 

memperoleh jawaban bahwa: 

Pengelolaan atau penggunaan dana bos di SD Negeri 163088 Tebing 

Tinggi Alhamdulillah sudah berjalan dengan yang telah ditentukan dalam 

juknis dana bos, namun dalam pengelolaan dana bos ini terkadang banyak 

kendala-kendala yang di dapat dalam proses pencairan dana BOS, tetapi 

itu semua terlaksana dengan baik berkat kerjakeras semua staf-staf di 

sekolah dalam menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Selain itu, dalam 

pengelolaan dana bos juga dilakukan dengan pembukuan dan publikasi 

kepada wali murid. Tim pengelola dana bos juga melakukan atau 

melaksanakan pengelolaan sesuai dengan yang ada dalam juknis dana bos 

baik dari segi swakelola, pelaporan dan pembukuan, transparan, saling 

percaya, demokratis dan keefektifan. Semua pengelolaan berpanduan pada 

juknis dana bos yang telah ditetapkan pemerintah (Wawancara, 2 Maret 

2022, Pukul 10.00 – 10.30 Wib) 
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Secara tidak langsung penggunaan BOS dalam penyelenggaraan 

pendidikan adalah membantu peserta didik untuk mandapatkan pendidikan yang 

bebas biaya dan bermutu. Hasil wawancara dengan Guru Kelas IV SD Negeri 

163088 Tebing Tinggi menyebutkan bahwa : 

Penggunaan dana BOS untuk pendidikan sangat dirasakan manfaatnya 

cukup banyak. Masyarakat mempunyai pengharapan yang begitu tinggi 

dengan adanya pendanaan biaya operasional pendidikan oleh pemerintah 

dan pemerintah daerah dapat berlangsung dengan semestinya dan pihak- 

pihak yang terkait bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Tahap awal 

penerapan program ini di sekolah adalah dengan membebaskan biaya 

operasional bagi peserta didik yang kurang mampu. (Wawancara 3 Maret 

2022, Pukul 10.00 – 11.00 wib). 
 

Sebagaimana uraian di atas, bahwa program BOS dalam penggunaannya 

adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan 

program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, 

akuntabilitas dan pencitraan publik.  

Sejalan dengan itu, merangkum hasil wawancara peneliti dengan para guru 

di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi menyebutkan bahwa “ melalui program ini 

yang terkait dengan pendidikan dasar 

9 tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal 

berikut: (1) BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan 

mutu pendidikan dasar 9 tahun; (2) tidak adanya peserta didik miskin yang putus 

sekolah; (3) lulusan SD harus diupayakan keberlangsungan pendidikannya ke 

SMP; (4) kepala sekolah mengajak peserta didik SD yang akan lulus dan 

berpotensi tidak melanjutkan sekolah ditampung di SMP sementara, apabila 

terdapat peserta didik SMP yang akan putus sekolah agar diajak kembali ke 

bangku sekolah; (5) kepala  sekolah bertanggung jawab mengelola dana BOS 
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secara transparan dan akutabel; (6) BOS bukan penghalang bagi peserta didik, 

orang tua, atau walinya dalam pemberian sumbangan sukarela yang tidak 

mengikat kepada sekolah”. 

Hal-hal di atas menjelaskan peranan BOS dalam penyelenggaraan 

pendidikan dasar 9 tahun. BOS adalah bantuan biaya operasional sekolah namun 

bukan penghalang bagi sumbangan sekolah. Peneliti juga melakukan wawancara 

dengan para guru di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi, dimana para guru juga 

menilai bahwa apa yang dikerjakan sekolah sudah sesuai dengan juknis dana bos. 

Artinya, dalam hal ini pengelolaan dana bos di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi 

sesuai dengan yang ada dalam juknis tersebut. Pengelolaan dana bos yang 

dilakukan melalui proses pembukuan dan pelaporan bersama tim dana bos. 

Namun dalam hal penggunaan untuk pembangaunan sudah terbilang cukup baik 

tetapi masih kurang memadai dalam standar pendidikan nasional karena 

keterbatasan dana yang diperoleh, karena dana bos ini tidak bisa untuk dijadikan 

satu-satunya pegangan dalam pembangunan.  

Artinya, SD Negeri 163088 Tebing Tinggi ini masih membutuhkan dana 

lain untuk pembangunan yang memadai dalam standar pendidikan nasional, selain 

itu juga memenuhi kebutuhan siswa yang kurang mampu dengan dana bos, yaitu 

dengan menyediakan sarana belajar seperti seragam sekolah, dan tas. Berdasarkan 

wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolan dana bos di SD 

Negeri 163088 Tebing Tinggi masih berjalan sesuai dengan koridor atau 

ketetapan yang telah ditentukan dalam juknis dana bos. Selain itu, penggunaan 

BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama 



58  

 

antara tim manajemen BOS sekolah, yang harus didaftarkan sebagai salah satu 

sumber penerimaan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah 

(RKAS/RAPBS) disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain 

yang sah.  

Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib 

menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran atau 

mengganti yang telah rusak. Agar setiap sekolah dapat menggunakan dana BOS 

sesuai ketentuan penggunaan dana dan untuk mengukur seberapa besar ketepatan 

penggunaan dana BOS pada setiap sekolah, maka pemerintah melalui Kementrian 

Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan 

Menengah mengeluarkan ketentuan penggunaan. Disamping itu, penggunaan dana 

BOS di sekolah berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara lain 

kepala sekolah atau dewan guru dengan komite sekolah yang harus di daftar 

sebagai salah satu sumber RAPBS disamping dana yang diterima dari pemda atau 

sumber lain. 

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dan studi dokumentasi di lapangan, 

rangkuman temuan penelitian di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi, bahwa dana 

BOS digunakan untuk hal-hal sebagai berikut : (1) pembiayaan seluruh kegiatan 

dalam rangka penerimaan siswa baru, biaya pendaftaran, penggandaan formulir, 

administrasi pendaftaran, dan pemdaftaran ulang, serta kegiatan lain yang 

berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut. (2) Pembelian buku teks 

pembelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan. (3) Pembelian 

bahan-bahan habis terpakai; spidol, buku tulis, pensil, bahan pratikum, buku induk 
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siswa, buku inventaris, gula, kopi, dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah. 

(4) Pembiyaan ulang harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil 

belajar siswa. (5) Pembiayaan kegiatan kesiswaan : program remidial, program 

pengayan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah 

remaja dan sebagainya. (6) Pengembangan profesi guru : Pelatihan, KKG/MGMP 

dan KJCKS/MKJCS. (7) Pembiayaan perawatan sekolah : pengecetan, perbaikan 

atap bocor, perbaikan pintu dan jendela dan perawatan lainnya. (8) Pembiayaan 

layanan daya dan jasa : listrik, air. telfon, termasuk untuk pemasangan baru jika 

sudah ada jaringan disekitar sekolah. (9) Pemberian batuan siswa transportasi bagi 

siswa miskin yang menghadapi biaya transfortasi, (10) Pembiayaan pengloaan 

BOS : ATK, pengandaan, surat menyurat dan penyusunan laporan. (11) Prioritas 

utama penggunaan dana BOS adalah untuk komponen I s/d 12. Bila seluruh 

komponen diatas telah terpenuhi peranannya dari dana BOS, dan masih tersisa 

dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media 

pembelajaran di sekolah. 

4.2.4 Pengawasan Dana BOS SD Negeri 163088 Tebing Tinggi 

Secara umum, ukuran keberhasilan pengawasan penggunaan dana BOS 

melalui mekanisme pelaporan tertulis penggunaan dana BOS oleh sekolah kepada 

pemerintah. Pengukuran pengawasan dana BOS di SD Negeri 163088 Tebing 

Tinggi dilakukan dengan bantuan UPTD atau tim BOS Kecamatan sebagai tangan 

kanan Dinas Pendidikan Kabupaten dalam hal melakukan pengawasan langsung 

ke sekolah-sekolah untuk melihat SPJ dan Pembukuan. Selain itu, pengawas 

penggunaan dana BOS di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi melalui proses 
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laporan kepada komite sekolah melalui pertemuan rutin setiap triwulan sekali, dan 

tim manajemen BOS Kabupaten. Dalam pelaporan, pihak Sekolah telah 

melakukan proses konunikasi dan konsultasi dengan pihak pemerintah, misalnya 

dapat berkonsultasi dengan UPTD perihal yang belum jelas ataupun konsultasi 

mengenai pelaksanaan dan pembuatan laporan. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan kepala sekolah SD Negeri 163088 Tebing Tinggi, menjelaskan : 

Pada dasarnya proses pengawasan penggunaan dana BOS melalui 

mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah, melibatkan komite sekolah 

dan juga pengawas dari dinas Pendidikan, tekait dengan konsultasi, pihak 

sekolah senantiasa berkonsultasi. Bila belum mendapatjawaban dari 

UPTD, bisa ditanyakan langsung ke Tim Manajemen BOS Kabupaten. 

(Wawancara 3 Maret 2022, Pukul 09.00 – 11.00) 
 

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa alur mekanisme pelaporan dana 

BOS, dapat dijelaskan untuk alur pengawasannya yaitu dengan cara SD membuat 

laporan pertanggungjawaban yang di kirim ke UPTD, selanjutnya UPTD 

melakukan rekap laporan dan rekap di kirim ke Dinas Pendidikan 

Kota/Kabupaten, sekolah juga laporan langsung ke pusat melalui yang dikirim 

secara online melalui aplikasi pelaporan dana BOS yang telah disiapkan oleh 

pemerintah. 

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan guru di SD Negeri 

163088 Tebing Tinggi diperoleh informasi bahwa kepala sekolah telah melakukan 

pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS yang diterima oleh pihak sekolah. 

Adapun pengawasan yang dilakukan Kepala Sekolah berupa pemeriksaan laporan 

keuangan yang terkait dengan penggunaan dana BOS setiap bulan, Kepala 

Sekolah juga sering melakukan komunikasi dengan bendahara terkait dengan dana 

yang sudah dikeluarkan dengan melihat langsung apakah barang yang dibeli itu 
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ada, sehingga Kepala Sekolah benar-benar bertanggung jawab atas dana yang 

sudah dikeluarkan. Selain Kepala Sekolah rutin mengadakan pengawasan setiap 

akhir bulan sekolah juga rutin membuat laporan secara triwulan kepada dinas. 

Selanjutnya, wawancara dengan para pengurus komite sekolah di SD 

Negeri 163088 Tebing Tinggi, memperoleh kesimpulan bahwa untuk publikasi 

dana BOS di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi telah transparan. Sebagamana 

wawancara dengan komite SD Negeri 163088 Tebing Tinggi menyebutkan 

bahwa: 

Penggunaan dan pengawasan dana BOS di sekolah sudah transparan, 

konkretnya ialah ketika ada rapat penyusunan RAPBS pihak sekolah selalu 

menampilkan gambaran keuangan sekolah lewat LCD, dulu sempat di 

print dan dibagikan kepada semua yang hadir namun, karena dianggap 

boros kertas akhirnya hanya di print beberapa, namun tetap ditampilkan 

lewat LCD ketika ada pertemuan. Sejauh dari hasil wawancara saat 

inisekolah telah berusaha untuk mengalokasikan dana BOS sesuai dengan 

RAPBS yang telah disusun pada awal tahun pelajaran. (Wawancara 12 

Maret 2022, Pukul 10.00 – 11.30) 

 

Disamping itu, wawancara dengan komite SD Negeri 163088 Tebing 

Tinggi juga memperoleh informasi bahwa 

Laporan dana BOS sudah sesuai pedoman dana BOS…, pelaporan 

merupakan penanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiaya 

dana BOS dan setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaa 

kegiatannya. Semua kegiatan Dana Bantuan Operasional Sekolah telah 

dilakukan SD Negeri 163088 Tebing Tinggi sesuai dengan petunjuk teknis 

dan petunjuk pelaksanaan BOS. 
 

Keberhasilan pengawasan penggunaan dana BOS di SD Negeri 163088 

Tebing Tinggi tentunya tidak lepas dari peran sekolah, UPTD, Pengawas, Komite 

dan Dinas Pendidikan Kabupaten dalam melaksanakan program dana BOS. 

Dalam pengawasan, sekolah pada hakikatnya mempunyai peran keterbukaan 

dengan memberikan paparan serta bukti penggunaan dana BOS berbentuk laporan 
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SPJ atau pembukuan saat ada pertemuan yang dilaksanakan setiap /empat bulan. 

Tentunya tim manajemen Bos dan kepala SD mempunyai peran dalam pembuatan 

laporan sebagai acuan pengukuran hasil sebagai wujud pengawasan. Laporan 

yang dibuat mengacu pada Juknis yang telah ditetapkan, untuk tata cara 

administrasi dan format laporan tidak banyak mengalami perubahan sehingga 

memudahkan untuk melakukan pengukuran hasil dan perbedaannya bisa dilihat 

dari tahun ke tahun. Selain melakukan pemaparan terhadap laporan BOS, setiap 

sekolah juga diwajibkan untuk melakukan laporan secara online. Selain itu, dalam 

pengawasan laporan penggunaan dana BOS SD, pemerintah sudah menerapkan 

sistem on line, dilakukan dengan bantuan teknologi yaitu BOS online dan data 

pokok pendidikan dasar dan menengah (Dapodikdasmen). BOS online berfungsi 

untuk upload laporan sehingga langsung diterima oleh Tim Manajemen BOS 

Pusat. 

Sebagaimana penelusuran peneliti di lapangan, tentang website BOS 

online dan juga hasil wawancara dengan Pengawas SD Negeri 163088 Tebing 

Tinggi dari Dinas Pendidikan menyebutkan bahwa: 

Website BOS berisikan informasi mengenai penggunaan dana per 

komponen, penyaluran dana, pengaduan, dan resume laporan. Sedangkan, 

Dapodikdasmen berfungsi untuk menjaring data pokok pendidikan 

(SatuanPendidikan, Peserta Didik serta Pendidik danTenaga 

Kependidikan) yang akan dimanfaatkan dalam berbagai kebijakan 

pendidikan yaitu BOS, Bansos, Tunjangan, UN, dan lain-lain. 

Dapodikdasmen telah mulai dijalankan pada tahun 2015 sampai 2022 saat 

ini sebagai langkah awal, tapi masih dibarengi dengan sistem manual. 

Menurut petunjuk teknis sekolah diwajibkan melakukan laporan secara 

online dilakukan setiap triwulan. (Wawancara, 4 Maret 2022, Pukul 11.00 

– 12.00) 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan dengan adanya 

laporan online tersebut, Dinas Pendidikan Tebing Tinggi dapat memantau dan 

mengendalikan sekaligus mendorong agar sekolah-sekolah tertib dalam 

memberikan laporan sebagai langkah pengawasan. Hasil temuan dilapangan juga 

menunjukkan bahwa proses pelaporan BOS ada dua macam yaitu laporan BOS 

online yang langsung ke Pusat dan laporan melalui UPTD. Laporan yang 

diserahkan pada UPTD dalam bentuk hardcopy. Berkaitan dengan BOS, Dinas 

Pendidikan Kota Tebing Tinggi membangun sarana komunikasi melalui telepon 

seluler yaitu melalui telepon, sms dan aplikasi whatsapp untuk mempermudah 

komunikasi antar pelaksana dan pengawasan. Dinas Pendidikan Kabupaten dan 

tim manajemen BOS Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi berperan untuk 

mengingatkan dan melakukan pembinaan untuk mengantisipasi dan mengatasi 

adanya penyimpangan dana BOS dilapangan. 

Sebagaimana informasi yang penulis dapatkan dari pihak UPTD 

dilapangan, guna pengawasan bahwa Dinas Pendidikan sebagai tim manajemen 

BOS di Kota Tebing Tinggi dalam mengatasi penyimpangan dengan melakukan 

teguran secara lisan maupun tertulis dan perbaikan laporan kepada pihak sekolah 

penerima dana BOS. Namun, dalam hal untuk pemberian sanksi, Dinas 

Pendidikan tidak diperkenankan untuk memberikan sanksi, sedangkan sanksi 

dilakukan oleh lembaga pengawasan yang resmi seperti BPK, BPKP, dan 

Inspektorat. Dalam hal sanksi, terdapat dua jenis sanksi dalam hal penyalagunaan, 

yakni administratif dan kepegawaian. Sanksi administratif yaitu, untuk 

menangguhkan cairan dana sementara waktu, sedangkan untuk memberhentikan 



64  

 

cairan dana tidak diperkenankan. Namun, terkadang di pihak Dinas tidak terjadi 

adanya penangguhan karena kesalahan tersebut bisa teratasi sehingga tidak sampai 

adanya penangguhan. Sanksi kepegawaian yaitu, adanya penurunan pangkat 

golongan (bisa kepada kepala sekolah, guru atau semua tim manajemen BOS di 

sekolah), namun selama ini, penyimpangan penggunaan dana tidak pernah terjadi 

di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi. Selain sanksi tersebut, bila ada 

penyimpangan penggunaan dana, maka sekolah atau oknum yang melakukan 

harus mengembalikan dana tersebut melalui bendahara atau transfer ke bank, dan 

selanjutnya akan diproses sanksi lainnya oleh pihak pemerintah. Agar dana 

tersebut bisa digunakan kembali sesuai aturan yang ada di Juknis. Namun 

demikian, pada umumnya penanganan penyimpangan dinalai sudah maksimal dan 

Dinas Pendidikan tetap terus berusaha untuk meningkatkan pembinaan karena 

masih ada yang belum sepenuhnya memahami Juknis dan penggunaan dana BOS. 

 

4.3 Temuan Khusus Penelitian 

 

Secara khusus temuan penelitian dipaparkan berdasakan dampak 

pengelolaan dan penggunakan dana BOS di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi 

yakni “Manajemen Dana BOS Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SD 

Negeri 163088 Tebing Tinggi” 

Untuk melihat dampak langsung dari program BOS terhadap peningkatan 

kualitas pendidikan tentulah merupakan hal yang sulit. Karena program BOS 

memang tidak secara langsung dimaksudkan untuk peningkatan mutu 

pembelajaran. Tetapi kontribusi program BOS terhadap peningkatan kualitas dan 

mutu sekolah memiliki fase yang berjenjang. Secara historis program BOS lebih 
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bertujuan untuk meningkatkan partisipasi anak didik untuk mengecap pendidikan. 

Persoalan dana yang selama ini dianggap menjadi kendala utama anak didik dan 

sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan, setidaknya bisa terurai dengan 

adanya BOS ini. Dengan demikian situasi terciptanya proses belajar mengajar 

yang kondusif bisa terjadi, karena persoalan mendasar tersebut sudah ditangani 

oleh pemerintah. Walau tidak menafikan bahwa masih banyak faktor- faktor lain 

yang harus dibenahi untuk menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang 

kondusif dan berkualitas, tetapi setidaknya dengan mengurai persoalan dana 

tersebut, syarat dasar terlaksananya pendidikan sudah dipenuhi. Dengan 

meningkatnya partisipasi anak didik di sekolah, dan terbantunya sekolah dalam 

melaksanakan PBM, diharapakan akan meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Faktor lain yang membuat   program   BOS   tidak   bisa   diukur 

langsung pengaruhnya terhadap peningkatan mutu pembelajaran di sekolah 

secara nasional adalah karena program BOS hanya dialokasikan untuk siswa 

SD/sederajat, dan SMP/sederajat serta SMA/Sederajat. Artinya masih butuh 

proses    yang    panjang    untuk    melihat    kontribusi     program     BOS 

terhadap pengembangan SDM dan lainnya di sekolah. Namun demikian, tidak 

bisa dipungkiri bahwa kehadiran program BOS telah membantu para siswa, orang 

tua siswa dan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Program ini sangat 

berkontribusi besar terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. 

Adanya program BOS ini setidaknya telah membantu para orang tua mengurangi 

biaya yang harus ditanggung untuk menyekolahkan anak. Walau label “sekolah 

gratis” belum bisa terwujud sepenuhnya oleh program BOS ini, akan tetapi 



66  

 

sebagaimana juga diklaim pemerintah bahwa dampak BOS ternyata dapat 

memperkuat kemampuan sekolah dalam memberikan materi pembelajaran dan 

kegiatan tambahan kepada siswa.  

Oleh karena itu beberapa komponen yang semula dibebankan orang tua 

siswa melalui SPP menjadi berkurang. Banyak orang tua siswa yang mengaku 

bahwa dengan adanya program BOS ini, biaya yang harus mereka keluarkan 

untuk membiayai anak menjadi lebih ringan. Dengan demikian pihak sekolah pun 

menjadi lebih baik dalam menyelenggarakan pendidikan, karena beban biaya 

sebagian besar sudah ditanggulangi dana BOS. 

Dengan demikian, kontribusi konkrit program BOS terkhusus di SD 

Negeri 163088 Tebing Tinggi ini, dapat dijelaskan mampu mendongkrak kualitas 

pembelajaran di sekolah sebagaimana yang diharapkan. Peran penting dana BOS 

bagi peningkatan mutu pembelajaran di sekolah terkhusus di SD Negeri 163088 

Tebing Tinggi, diperoleh dari keterangan wawancara dengan kepala sekolah SD 

Negeri 163088 Tebing Tinggi sebagaimana pertanyaan tentang bagaimana 

relevansi pengelolaan dana bos terhadap mutu pembelajaran di sekolah, 

memperoleh informasi: 

Dalam proses belajar mengajar tentu dan pasti sekolah manapun 

membutuhkan dengan adanya sarana prasarana yang memenuhi standar 

agar bisa terlaksana dengan baik agar sesuai dengan tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Untuk itu dibutuhkanlah 

dana untuk menunjang sarana prsarana yang baik agar terlaksana proses 

belajar mengajar yang diinginkan. Dengan adanya program pemerintah 

yaitu bantuan operasional sekolah ini sngatlah membantu dalam proses 

belajar mengajar, karena dengan adanya dana bos ini sekolah bisa 

memberikan dana untuk renovasi atau perbaikan ruangan belajar yang 

sudah cukup layak dalam dunia pendidikan. Dan dengan dana BOS, 

sekolah bisa mengembangkan perpustakaan yaitu membeli dan 

memelihara buku teks pelajaran untuk para siswa dan bisa menjadi 
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pegangan bagi para guru yang sesuai dengan kurikulum SD (Wawancara, 

4 Maret 2022, Pukul 10.00 – 11.30 wib). 

 

Demikian juga hasil wawancara dengan Pengawas Sekolah SD Negeri 

163088 Tebing Tinggi menjelaskan bahwa: 

Bantuan opersional sekolah ini sangatlah menguntungkan bagi sekolah 

dalam mengadakan proses belajar yang efektif dan efesien. Artinya, semua 

pengelolaan dana bos harus direlevankan dengan proses belajar agar bisa 

menghasilkan peroses belajar yang nyaman dan kondusif bagi siswa dan 

siswi. Apalagi di sekolah ini masih banyak ruangan yang ingin direnovasi 

untuk proses belajar mengajar yang nyaman, karena di sekolah ini 

memisahkan ruangan belajar dengan ruang lainnya….dan membutuhkan 

dana lebih dengan adanya dana Bos ini sangatlah membantu dalam 

merenovasi ruangan yang kurang layak. (Wawancara, 4 Maret 2022, 

Pukul 10.00 – 10.30 wib). 

 

Kemudian, wawancara dengan Guru Kelas II SD Negeri 163088 Tebing 

Tinggi juga memperoleh informasi bahwa: 

Pemberian dan pengalokasian dana bos oleh pemerintah sudah cukup 

relevan dengan proses belajar mengajar di sekolah kami, karena didalam 

proses belajar mengajar kami tidak mendpatkan kendala-kendala misalnya 

bangku-bangku siswa dan siswi tidak ada ditemukan yang tidak layak 

untuk proses belajar mengajar. Siswa yang kurang mampu atau miskin pun 

menerima bantuan dari dana BOS yaitu dengan dipenuhinya seragam 

sekolah siswa sehingga bisia mengikuti proses belajar mengajar. 

(Wawancara, 4 April 2022, Pukul 11.00 – 12.30 wib). 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, terungkap bahwa relevansi 

pengelolaan dana bos terhadap proses belajar mengajar sangatlah relevan dan 

besar pengaruhnya terhadap peningkatan mutu pembelajaran di sekolah, terkhusus 

di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi. Hasil wawancara tersebut menunjukkan 

bahwa dana bos yang di terima sekolah ditujukan untuk berbagai kegiatan 

penunjang proses belajar mengajar di sekolah, terkait peningkatan pengajaran 

guru, perlengkapan sarana dan prasarana sekolah. Relevansi pengelolalan dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi ini 
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terhadap proses belajar mengajar sudah sesuai atau relevan, karena setiap dan 

bos yang di peruntukkan terhadap sarana prasarana sekolah layak dipakai, buku-

buku pelajaran tersedia secara lengkap, alat tulis di kelas tersedia, dan kegiatan 

ekstrakurikuler siswa juga turut meningkat, guna mendorong peningkatn mutu 

belajar mengajar di sekolah.  

Pengelolaan dana bos yang baik akan berakibatkan baik terhadap proses 

belajar mengajar yaitu dengan terjangkaunya biaya, dan lingkungan belajar yang 

nyaman dan aman, sehingga peserta didik yang kurang mampu juga bisa 

merasakan pendidikan yang layak untuk dirinya sebagai generasi bangsa yang 

lebih baik lagi. 

Pada dasarnya, masyarakat mempunyai pengharapan yang begitu tinggi 

dengan adanya pendanaan biaya operasional pendidikan oleh pemerintah, dan 

harapannya dapat berlangsung dengan semestinya dan pihak-pihak yang terkait 

bertanggung jawab dalam pelaksanaannya sebagaimana hasil wawancara yang 

peneliti lakukan dengan para pengurus komite sekolah. Secara umum para 

pengurus komite sekolah menyebutkan bahwa: 

BOS sangat membantu masyarakat dan sekolah,…tahap awal penerapan 

program ini adalah dengan membebaskan biaya operasional bagi peserta 

didik yang kurang mampu”. Setelah penerapan pertama berlangsung 

sukses, pemerintah mengubah tujuan BOS menjadi program pendidikan 

gratis bagi peserta didik di sekolah dasar dan menengah pertama negeri 

dan swasta. Tujuan tersebut memaksakan sekolah menyelenggarakan 

pendidikan yang bermutu tanpa mengurangi mutu pendidikan yang telah 

dicapai oleh sekolah (Wawancara, 9 Maret 2022, Pukul 11.15 – 12.30 

wib). 

 

Demikian wawancara dengan para siswa di SD Negeri 163088 Tebing 

Tinggi memperoleh informasi, diantaranya beberapa siswa Kelas IV dan VI yang 
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dirangkum sebagai berikut : 

Dana BOS sangat memberikan manfaat bagi sekolah kami, karena 

membantu melengkapi buku bacaan, kegaiatan ekstra kurikuler di sekolah 

dan setiap guru dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara baik 

dan benar dengan media dan alat peraga yang tersedia oleh pendanaan 

BOS....guru sering melaksanakan pelatihan dan kemampuan guru dalam 

memberikan materi dapat dicerna atau dipahami oleh siswa. (Wawancara, 

4 Maret 2021, Pukul 10.00-11.00 wib). 

 

Guru memberikan pembelajaran dikelas dengan baik, pengajaran guru 

ditunjang dengan berbagai bahan dan buku,....pembelajaran yang 

dilakukan guru telah sesuai dengan sasaran atau tujuan pembelajaran yang 

telah ditentukan melalui berbagai macam usaha seperti guru menggunakan 

metode pembelajaran, strategi pembelajaran, model pembelajaran dan lain 

sebagainya sehingga kami merasa senang ...hasilnya yakni nilai pelaajaran 

kami dapat meningkat dan meningkatnya hasil pencapaian pembelajaran 

siswa dalam bentuk skor atau nilai. (Wawancara, 4 Maret 2021, Pukul 

10.00-11.00 wib). 

 

Dapat dijelaskan bahwa pemberian dana BOS secara nyata dapat 

memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran 

di sekolah yang akhirnya berdampak pada hasil belajar siswa. Demikian juga 

uraian dari penjelasan di atas, bahwa program BOS dalam pemanfaatannya adalah 

untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program 

untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, 

akuntabilitas dan pencitraan publik. Dapat peneliti simpulkan dari berbagai 

informasi di lapangan bahwa melalui program ini yang terkait dengan pendidikan 

dasar 9 tahun, dapat diambil kesimpulan berikut: 

1. BOS menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan 

2. Tidak adanya peserta didik miskin yang putus sekolah 

3. Lulusan SD harus diupayakan keberlangsungan pendidikannya ke SMP 

4. Kepala sekolah telah mendorong peserta didik SD yang lulus dan 
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melanjutkan sekolah di SMP 

5. Kepala sekolah telah bertanggung jawab mengelola dana BOS secara 

transparan dan akuntabel 

6. BOS berguna untuk meringankan bagi orang tua, atau walinya dalam 

pembiayaan pendidikan siswa, dan pemberian sumbangan sukarela yang tidak 

mengikat kepada sekolah. 

Sebagaimana diketahui bahwa alokasi dana BOS di SD tiap sekolah satu 

tahun anggaran. Untuk besar biaya satuan BOS yang diterima SD Negeri 163088 

Tebing Tinggi termasuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. SD/SDLB di kota Rp.900.000,00/siswa/tahun, 

2. SD/SDLB di kabupaten Rp.930.000,00/siswa/tahun, 

Selain itu juga, informasi yang diperoleh dilapangan bahwa pelaksanaan 

BOS telah terlaksana dengan baik dan tercapai sesuai dengan target. Hal ini 

diukur dengan penyaluran dananya dilakukan secara langsung dari lembaga 

penyalur yang diberikan kewenangan oleh pemerintah ke rekening sekolah. Oleh 

karena itu, sekolah penerima BOS harus memiliki rekening sekolah atas nama 

lembaga yang harus di tandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara BOS. 

Cara tersebut di anggap efektif dalam mekanisme penyaluran dana BOS ke 

sekolah-sekolah yang dituju. Kemudian, pengambilan dana BOS dapat dilakukan 

sewaktu-waktu sesuai keperluan sekolah. Pasalnya, dengan dana BOS yang 

ada seyogyanya telah membantu pemerintah daerah meringankan biaya 

operasional yang ditanggung sekolah. Hal ini membuktikan bahwa BOS 
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digunakan untuk membantu kegiatan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan 

sekolah untuk penyelenggaraan pendidikan, sehingga sekolah yang telah mampu 

memenuhi kebutuhannya dapat mengalihkan dana BOS tersebut kepada siswa 

yang tidak mampu agar pelaksanaan pendidikan gratis terlaksana. 

Sebagaimana mekanisme penggunaan dana BOS di sekolah terkhsus di SD 

Negeri 163088 Tebing Tinggi, data dilapangan menjelaskan bahwa penggunaan 

BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim 

Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah yang harus didaftar 

sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana 

yang diperoleh dari Pemerintah Daerah atau sumber lain yang sah. Hasil 

kesepakatan penggunaan dana BOS (dan dana lainnya tersebut) harus dituangkan 

secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampirkan tanda tangan 

seluruh peserta rapat yang hadir. Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh 

sekolah, sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku 

teks pelajaran atau mengganti yang telah rusak. Buku yang harus dibeli untuk 

tingkat SD adalah buku mata pelajaran Pendidikan Agama, serta mata pelajaran 

Tematik, sedangkan sarana belajar lainnya seperti computer, ATK dan lainnya. 

Secara umum penggunaan dana BOS di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi 

dapat dikategorisasi untuk membiayai kegiatan berikut: 

a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu 

biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan 

pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah gratis, serta kegiatan lain 

yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk 
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fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan 

siswa baru, dan lainnya yang relevan). 

b. Pembelian buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan 

(hanya bagi sekolah yang tidak menerima DAK). 

c. Pembelian buku teks pelajaran lainnya (selain yang wajib dibeli) untuk 

dikoleksi di perpustakaan. 

d. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, 

pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, 

pramuka, palang merah remaja, unit kesehatan sekolah, dan sejenisnya 

(misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya 

transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, 

fotocopy, membeli alat olahraga, alat kesenian, perlengkapan kegiatan 

ekstrakulikuler, dan biaya pendaftaran mengikuti lomba). 

e. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, dan laporan hasil 

belajar siswa (misalnya untuk fotocopy/penggandaan soal, honor koreksi 

ujian, dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa). 

f. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, 

spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, 

langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk 

kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor. 

g. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, 

termasuk untuk pemasangan barujika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. 

Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah 
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tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka 

diperkenankan untuk membeli genset. 

h. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecetan, perbaikan atap bocor, 

perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, 

perbaikan lantai ubin/keramik, dan perawatan fasilitas sekolah lainnya. 

i. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan 

honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga 

yang membantu administrasi BOS. 

j. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan 

KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant 

pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang 

sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang 

sama. 

k. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi 

masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, 

dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi 

barang inventaris sekolah (misalnya sepeda motor, mesin genset dll). 

l. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta 

printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi 

bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi 

dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos; 

m. Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan 

belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran; 
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n. Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari 

BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat 

digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, 

peralatan UKS dan mebeler sekolah. 

Sebagaimana uraian di atas, jelas sesungguhnya program BOS sebagai 

bantuan pendidikan sangat relevan bagi peningkatan mutu pendidikan. Meskipun 

demikian, pelaksanaannya masih perlu dimonitoring dan evaluasi oleh semua 

pihak yang berkepentingan secara sungguh-sungguh untuk merealisasikan mutu 

dan penuntasan pendidikan wajib belajar dasar 9 tahun yang bermutu, agar dapat 

menciptakan masyarakat yang beradab dan berdaya saing global. Dengan adanya 

bantuan dana BOS, kesempatan bagi para masyarakat miskin dapat mengenyam 

pendidikan menjadi sangat mungkin. Dengan pendidikan, maka masyarakat 

Indonesia akan dapat meningkatkan taraf kehidupannya yang lebih tinggi. 

 

4.4. Pembahasan Hasil Penelitian  

 

Bidang pendidikan merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam 

suatu negara, khususnya negara Indonesia. Karena, pendidikan merupakan jalan 

utama untuk bangkit meraih kemajuan dan kehormatan bangsa. Peningkatan 

kualitas mutu pembelajaran harus dijadikan prioritas utama. Pemerintah atau 

dalam hal ini Kemdiknas sebagai salah satu elemen yang paling penting dalam 

negara mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam upaya meningkatkan 

kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia. Dan dalam tujuh tahun belakangan 

ini, suatu program Kemdiknas yaitu penyaluran bantuan dana untuk sekolah atau 

lebih dikenal dengan sebutan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) cukup 
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membantu peningkatan sisi ekonomi masyarakat Indonesia. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bergantung pada kualitas 

pendidikan, terutama pendidikan formal dapat dilihat melalui proses belajar 

mengajar yang diselenggarakan pihak sekolah bagi seluruh peserta didiknya. 

Namun pada kenyataannya, dalam upaya pemenuhan pendidikan yang berkualitas, 

banyak sekali ditemukannya berbagai masalah atau kendala yang muncul. Pada 

umumnya, masalah atau kendala itu adalah terkait permasalahan pendanaan dalam 

pelaksanaan pendidikan yang berkualitas, seperti kurang memadainya sarana dan 

prasarana yang menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan proses belajar 

mengajar di berbagai sekolah. Suatu proses merupakan hal yang terpenting dalam 

pencapaian suatu tujuan. Maka, proses belajar yang optimal akan dapat mendidik 

para siswa-siswi menjadi pribadi yang memiliki kualitas dalam hal ilmu 

pengetahuan, kemampuan serta daya saing sebagai dasar untuk menempuh 

tingkatan pendidikan yang selanjutnya. Dan tujuan pendidikan yang sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga dapat 

tercapai. 

4.4.1 Relevansi Dana BOS Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa di SD 

Negeri 163088 Tebing Tinggi 

 

Sebagaimana hasil penelitian yang telah diuraikan terdahulu di atas, terkait 

dengan “Manajemen Dana BOS dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SD 

Negeri 163088 Tebing Tinggi”, dapat dijelaskan bahwa secara umum 

menunjukkan bahwa (1) pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SD 

Negeri 163088 Tebing Tinggi melalui proses manajemen yaitu tahap perencanaan, 

pelaksanaan (pemanfaatan atau penggunaan) dan pengawasan, (2) penggunaan 
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dana BOS di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi sudah sesuai dengan petunjuk 

teknis pengelolaan, namun alokasi dana pada tiap-tiap item sekolah berbeda, hal 

ini disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing- masing. Dana BOS di SD 

Negeri 163088 Tebing Tinggi digunakan untuk pembelajaran praktek dan 

prasarana penunjangnya, sarana kegiatan pembelajaran dan komponen lain seperti 

honor guru ekstrakurikuler, kegiatan ujian, bahan ATK dan transportasi yang 

berkenaan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Sedangkan dana BOS di SD 

Negeri 163088 Tebing Tinggi digunakan lebih diutamakan untuk penyediaan 

sarana dan prasarana sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, kegiatan 

ekstrakurikuler, ujian, honor guru, bahan ATK dan transportasi, (3) Kualitas 

pendidikan yang ada di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi bisa dikatakan baik, hal 

ini bisa dilihat pada masalah sarana dan prasarana sekolah yang dapat teratasi 

dengan baik dengan tersedianya dana BOS, adanya guru ekstrakurikuler, 

peningkatan nilai rata-rata pada tiap- tiap kelas, serta output 100% lulus UASBN 

pada tiap tahunnya. Kualitas guru di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi juga bisa 

dikatakan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari peningkatan prestasi guru yang 

telah semuanya di sertifikasi. Demikian juga prestasi akademik siswa, baik nilai 

mata pelajaran maupun ekstrakurikuler di lihat dari jumlah penghargaan yang 

diperoleh di setiap perlombaan beserta peningkatan jumlah siswa baru dan 

pencapaian kelulusan 100%. 

Pengelolaan dana BOS melalui perencanaan, penggunaan dan pelaporan 

sebagaimana temuan penelitian ini menjadi sangat penting. Mengingat dana BOS 

sepenuhnya diperuntukan untuk kemajuan sekolah, maka setiap pihak yang 
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berkaitan dengan sekolah (orang tua/wali peserta didik, peserta didik, pendidik 

dan tenaga kependidikan, dan kelompok peduli pendidikan), harus mengetahui 

alur penggunaan dana BOS. Perencanaan dan pengelolaan dan 

pertanggungjawaban realisasi dana BOS harus diketahui oleh semua pihak yang 

berkaitan dengan keberadaan sekolah. Pada titik ini transparansi pengelolaan dana 

BOS sangat diperlukan. Sejalan dengan itu, Bafadal (2012:12) bahwa dana 

bantuan operasional sekolah (BOS) merupakan bantuan yang diberikan 

pemerintah pusat dalam rangka mendanai kegiatan operasional sekolah guna 

menunjang pendidikan. Dapat dikatakan bahwa dana BOS adalah bentuk 

perhatian pemerintah dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan sekolah. 

Melalui upaya pendanaan ini, diharapkan aktualisasi atas delapan standar nasional 

pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Artinya, penggunaan dana BOS yang 

sesuai dengan perencanaan yang baik berkonsekuensi logis pada laporan yang 

baik yang akhirnya dapat meningkatkan mutu sekolah. 

Sebagaimana sebuah sistem sekolah harus merencanakan anggaran dan 

kegiatan-kegiatan sekolah secara terjadwal dan sitematis. Dalam hal perencanaan 

dan penggunaan dana-dana sekolah dalam sistem tidak bisa dilakukan hanya oleh 

kepala sekolah atau bendahara seorang diri. Perencanaan harus melibatkan seluruh 

unsur yang berkaitan dengan sekolah. Keterlibatan unsur sekolah tidak berhenti 

pada tahap perencanaan. Penggunaan dana  BOS harus sepengetahuan seluruh 

unsur sekolah. Sehingga laporan dana BOS yang disampaikan kepada semua 

pihak di sekolah, lebih merupakan evaluasi dan refleksi atas pencapaian 

penggunaan anggaran, bukan perdebatan atas angka-angka fulus. Sekolah 
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terkadang menghadapi persoalan keterbatasan waktu (untuk pertemuan pelaporan 

penggunaan dana BOS). Sebagaimana menurut Sugiono (2015) ada beberapa 

solusi di antaranya, sekolah dapat menyiapkan papan informasi perencanaan dan 

penggunaan dana BOS. Sekolah dapat juga melaksanakan kegiatan pertemuan 

bersama orang tua per triwulan. Kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk 

pembahasan tentang tantangan, peluang, dan kemajuan sekolah. Selain itu sekolah 

juga dapat mengirim laporan pertanggungjawaban kepada dewan komite sekolah, 

atau sekolah-sekolah di kota dapat mempublikasikan perencanaan dan 

penggunaan dana BOS di website resmi sekolah. Sesuai namanya, dana opersional 

sekolah adalah dana yang diperuntukan untuk keberlangsungan dan kemajuan 

sekolah. Perencanaan, pengimplemantasian dan pertanggungjawaban dana BOS 

sejatinya dilakukan secara bersama-sama. Transparansi pengelolaan dana 

operasinal sekolah menuntut partisipasi optimal dari setiap unsur sekolah. 

Sekolah sebagai suatu identitas sekolah harus mampu mengelola dana 

BOS secara profesional dan akuntabel untuk mendukung kegiatan belajar 

mengajar yang berkualitas yang akhirnya akan berdampak pada prestasi belajar 

siswa. Dana BOS yang diberikan oleh pemerintah dikelola secara mandiri oleh 

pihak sekolah melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Aspek penting 

pengelolaan dana BOS menurut Mulyasa (2012) dari sisi manajemen keuangan, 

MBS menurut pengelola sekolah mampu melakukan perencanaan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara baik dan 

transparan. Demikian menurut Minarti (2011) pengelolaan dana yang baik tidak 

terlepas dari prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, transparasi, akuntabilitas, 
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keadilan, kejujuran dalam pengelolaan dan pengendalian. Sehubungan dengan hal 

tersebut pemerintah mengeluarkan buku yang berisi petunjuk teknis tentang 

penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan laporan keuangan 

bantuan operasional sekolah tiap tahunnya. Tujuan pemerintah menerbitkan buku 

petunjuk teknis setiap tahunnya agar pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengan 

tertib administrasi, transparansi. 

Dalam perencanaan dan penggunaan dana BOS, hal utama dilakukan 

adalah menyusun RAPBS. RAPBS merupakan rencana perolehan pembiayaan 

pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan 

yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai 

rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian, 

RAPBS berisi ragam sumber pendapatan dan jumlah nominalnya, baik rutin 

maupun pembangunan, ragam pembelanjaan, dan jumlah nominalnya dalam satu 

tahun anggaran. Penyusunan RAPBS perlu memerhatikan asas anggaran antara 

lain asas kecermatan, asas terinci, asas keseluruhan, asas keterbukaan, asas 

periodik, dan asas pembebanan. Dimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

keuangan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang 

ditempuh di dalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif dan efisien. Oleh 

sebab itu, penggunaan anggaran memerhatikan asas umum pengeluaran negara, 

yaitu manfaat penggunaan uang negara minimal harus sama apabila uang tersebut 

dipergunakan langsung oleh masyarakat. Penggunaan dana BOS merupakan 

pelaksanaan dari RAPBS dana BOS yang sudah disusun. Penggunaan dana BOS 

ini harus mengacu dan berpedoman kepada RAPBS yang sudah dibuat baik 
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menyangkut mata anggaran maupun besar anggarannya. 

4.4.2 Relevansi Dana Bos Terhadap Peningkatan Kualitas Guru di SD Negeri 

163088 Tebing Tinggi 
 

Kurikulum dan panduan manajemen sekolah sebaik apapun tidak akan 

berarti jika tidak ditangani oleh guru profesional, karena itu tuntutan terhadap 

profesionalisme guru yang sering dibicarakan dalam dunia pendidikan menjadi 

sangat penting. Fenomena menunjukkan bahwa kualitas profesionalisme guru kita 

masih rendah. Faktor-faktor internal seperti penghasilan guru yang belum mampu 

memenuhi kebutuhan fisiologis dan profesi masih dianggap sebagai faktor 

determinan. Akibatnya, upaya untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

menjadi terhambat karena ketidak mampuan guru secara finansial dalam 

pengembangan SDM melalui peningkatan jenjang pendidikan. Hal itu juga telah 

disadari pemerintah sehingga program pelatihan mutlak diperlukan karena 

terbatasnya anggaran untuk meningkatkan pendidikan guru. Program pelatihan ini 

dimaksudkan untuk menghasilkan guru sebagai tenaga yang terampil (skill 

labour) atau dengan istilah lain guru yang memiliki kompetensi. Satu sisi kondisi 

guru demikian memprihatinkan, namun di sisi lain tuntutan profesionalisme guru 

semakin dikedepankan. Kunandar (2011:48) menyebutkan kualitas 

profesionalisme guru juga ditunjukkan oleh lima sikap yakni: (1) keinginan untuk 

selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal; (2) meningkatkan dan 

memelihara citra profesi; (3) keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan 

pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas 

pengetahuan dan keterampilannya; (4) mengejar kualitas dan cita-cita dalam 

profesi; (5) memiliki kebanggaan terhadap profesinya. 
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Sebagaimana temuan penelitian menunjukkan bahwa ada efek dana BOS 

dengan peningkatan kualitas guru di sekolah. Sebagaimana temuan penelitian 

dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran, maka pengembangan guru di 

sekolah menjadi sangat penting. Banyak usaha yang dapat dilakukan oleh SD 

Negeri 163088 Tebing Tinggi dalam meningkatkan profesionalitas guru. 

Peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan seperti 

penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya, ataupun secara 

informal melalui media massa televisi, radio, koran, dan majalah maupun 

publikasi lainnya yang didukung oleh dana BOS. Kegiatan ini selain dapat 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sekaligus dapat juga meningkatkan 

sikap profesional keguruan. Rugaiyah (2011: 23) menyebutkan guru profesional 

adalah guru yang memiliki kualitas pendidikan profesi yang memadai, memiliki 

kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, memiliki 

kemampuan berkomunikasi yang baik kepada peserta didik, mempunyai jiwa 

kreatif, inovasi, dan produktif, mampu memotivasi siswa, mampu mengkaitkan 

dengan lingkungan siswa, dan mampu mengintegrasikan berbagai bidang studi 

menjadi suatu konsep yang utuh, serta mempunyai keinginan untuk selalu 

melakukan pengembangan diri secara terus menerus. 

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa keuangan sekolah perlu 

dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan sekolah penting untuk dilakukan agar 

dana yang diperoleh dapat digunakan secara efektif dan efisien. Menurut 

Hasibuan (2011:2) menjelaskan bahwa pengelolaan atau manajemen adalah ilmu 

seni dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber- 
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sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Pengelolaan keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan: 

asas pemisahan tugas, perencanaan, pembukuan setiap transaksi, pelaporan dan 

pengawasan. Menurut Soetjipto (1992:76) pengelolaan keuangan meliputi: 

kegiatan perencanaan, penggunaan atau pemanfaatan, pencatatan data, pelaporan 

dan pertanggungjawaban yang dialokasikan untuk menyelenggarakan sekolah 

dengan tujuan untuk menunjukkan tertip adminstrasi keuangan sehingga 

pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Jika dana BOS yang diberikan untuk sekolah dikelaola dengan baik, 

maka akan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Sebagaimana 

dalam Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2021, bahwa program 

pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi 

nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib 

belajar. 

4.4.3 Relevansi Dana BOS Terhadap Peningkatan Sarana Belajar di SD 

Negeri 163088 Tebing Tinggi 

 

Pada proses pembelajaran di sekolah memang guru dan siswa merupakan 

faktor yang dominan, karena keduanya lebih menentukan berhasil atau tidaknya 

dalam sebuah proses pembelajaran yang ada. Faktor yang lainnya hanya bersifat 

pendukung yang tergantung dengan cara penerapan yang baik oleh guru maupun 

siswa yang terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, agar 

semua sumber daya yang ada terutama berupa alat atau media dapat bermanfaat 

semaksimal mungkin, maka perlu adanya upaya pengelolaan dan peningkatan 

kualitas terhadap sarana dan prasarana pendidikan agar dapat menjadi pendukung 
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proses pembelajaran dan kualitas sekolah dapat meningkat. 

Arikunto, (2008: 273) menyebutkan sarana pendidikan merupakan semua 

fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak 

maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan 

lancar, teratur, efektif dan efisien. Lebih luas fasilitas dapat diartikan sebagai 

segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha 

ini fasilitas dapat disamakan dengan sarana. Sebagaimana Susilo (2008:24) sarana 

pendidikan yaitu peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan 

dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti 

gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran, adapun 

yang dimaksud prasarana pendidikan adalah fasilitas yang tidak langsung 

menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, 

taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung 

untuk proses belajar mengajar seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, 

halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut 

merupakan sarana. 

Berdasarkan uraian di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa bantuan dana 

BOS kepada sekolah sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas saran dan 

prasarana. Sebagaiaman hasil penelitian dana BOS di SD Negeri 163088 Tebing 

Tinggi banyak digunakan untuk pengembangan saran dan prasarana, seperti 

perpustakaan yaitu untuk membeli buku-buku teks pelajaran bagi siswa dan guru 

untuk mendukung proses pembelajaran, dan peningkatan jumlah sarana computer 

pustaka dan laboratorium serta tata usaha sekolah, alat-alat tulis kantor. Selain itu, 
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bahwa dana BOS mengalokasikan penggunaan dana untuk pemenuhan 

kelengkapan fasilitas di sekolah, sekolah-sekolah penerima dana BOS di bantu 

untuk pembelian dan perbaikan fasilitas sarana prasarana untuk mencapai standar 

minimum pelayanan melalui pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran 

dan ekstrakurikuler, pengadaan peralatan sekolah, dan pendayagunaan 

laboratorium dan bahan praktek. Sehingga, apabila sekolah memiliki kemampuan 

keuangan yang baik, maka kelengkapan fasilitas penunjang kegiatan belajar siswa 

dapat terpenuhi dengan baik. Semakin lengkap fasilitas belajar, akan semakin 

mempermudah dalam melakukan kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang baik 

dapat memberikan kesan positif kepada siswa dan mutu sekolah menjadi lebih 

maju dan meningkat. Terlebih didukung dengan penggunaan dana BOS yang 

sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran maka dapat meningkatkan kualitas 

sekolah. 

Dalam hal promosi, sekolah juga memasang spanduk sekolah bebas 

pungutan biaya di depan sekolah. Penggunaan dana BOS untuk kegiatan 

pembelajaran dan ekstrakulikuler di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi untuk 

membeli alat-alat ekstrakurikuler dan sekolah menggunakan dana BOS juga untuk 

proses pembelajaran kontekstual. Sekolah juga melakukan pengadaan Usaha 

Kesehatan Sekolah (UKS). Demikian juga untuk lomba-lomba siswa. Komponen 

pembiayaan kegiatan ulangan dan ujian sekolah juga menggunakan dana BOS. 

Sehingga siswa tidak dipungut biaya/gratis pada saat menjelang ujian tengah 

semester (UTS), Ujian Kenaikan Kelas (UKK), dan ujian sekolah. Aspek sarana 

prasarana pendukung di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi juga menggunakan 
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dana BOS dalam pembelian bahan habis pakai seperti membeli buku tulis, pensil, 

spidol, dan Komputer. Berdasarkan pemanfaatan dana BOS tersebut, jelas bahwa 

pemberian dana BOS kepada sekolah sangat berdampak pada peningkatan sarana 

dan prasarana sekolah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut : 

1. Program dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) tersebut maka keuangan 

dari pihak sekolah SD Negeri 163088 di Kecamatan Tebing Tinggi Kota setiap 

tahun anggarannya bertambah dan bermanfaat bagi sekolah, dimana 

pertambahan anggaran tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 51 tahun 2011 tentang petunjuk teknis 

penggunaan dana BOS dan laporan keuangan BOS Tahun Anggaran 2021. Ada 

partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan (kepala sekolah, orang tua murid, 

tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, dunia usaha, dan anggota masyarakat 

lainnya) untuk andil secara insentif  dalam pengelolaan dana BOS. 

2. Perencanaan penggunaan dana BOS di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi, 

dilakukan adalah menyusun RKTS. RKTS merupakan rencana perolehan 

pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan 

program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa 

kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun 

anggaran. 

3. Penggunaan dana BOS di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi, untuk hal-hal 

sebagai berikut : (1) pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan 

siswa baru, biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, 

dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan 
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kegiatan tersebut. (2) Pembelian buku teks pembelajaran dan buku teferensi 

untuk dikoleksi di perpustakaan. (3) Pembelian bahan-bahanan habis terpakai; 

spidol, buku tulis, pensil, bahan pratikum, buku induk siswa, buku inventaris, 

gula, kopi, dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah. (4) Pembiyaan 

ulang harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa. (5) 

Pembiayaan kegiatan kesiswaan : program remedial, program pengayaan, 

olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan 

sebagainya. (6) Pengembangan profesi guru : Pelatihan, KKG/MGMP dan 

KJCKS/MKJCS. (7) Pembiayaan perawatan sekolah : pengecetan, perbaikan 

atap bocor, perbaikan pintu dan jendela dan perawatan lainnya. (8) Pembiayaan 

layanan daya dan jasa : listrik, air. telfon, termasuk untuk pemasangan baru 

jika sudah ada jaringan disekitar sekolah. (9) Pemberian batuan siswa 

transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi biaya transfortasi, (10) 

Pembiayaan pengelolaan BOS : ATK, surat menyurat dan penyusunan 

laporan. (11) Untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan sekolah. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dan temuan-temuan penelitian ini, peneliti 

menyampaikan saran bagi sekolah sebagai berikut: 

1. Agar program BOS di SD Negeri 163088 Tebing Tinggi dapat terlaksana 

dengan baik dan mampu mendongkrak kualitas pembelajaran di sekolah maka 

penggunaannya harus dikelola dengan baik, menyangkut perencanaan, 

penggunaan, pelaporan dan pengawasannya 

2. Agar dana BOS dapat dipergunakan secara efektif dan efisien, maka harus 
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melalui proses perencanaan yang baik. diantaranya menyusun anggaran dan 

pengembangan rencana kegiatan tahunan sekolah atau RKTS. Perencanaan 

dan pengelolaan dan pertanggungjawaban realisasi dana BOS harus diketahui 

oleh semua pihak yang berkaitan dengan keberadaan sekolah. 

3. Agar program BOS terlaksana dengan baik maka pemanfaatannya untuk 

pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program 

untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, 

akuntabilitas dan pencitraan publik. 

4. Penggunaan dana bos secara transparan harus dilakukan untuk mengurangi 

pemikiran masyarakat sekolah bahwa digunkan untuk keperluan diluar 

kepentingan pendidikan.  
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Lampiran 1 
 

 

DAFTAR WAWANACARA 

 
Berikut Pedoman Wawancara Terbuka dengan para informan; 
 

1. Bagaimana sekolah melakukan perencanaan anggaran sekolah ? 

 

2. Bagaimana sekolah merencanakan dana BOS untuk operasional sekolah ? 

 

3. Siapa kah yang terlibat dalam perencanaan dana BOS di sekolah ? 

 

4. Bagaimana sekolah melaksanakan atau memanfaatkan dana BOS ? 

 

5. Dana BOS digunakan untuk program-program apa saja ? 

 

6. Dana BOS digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran,  

bagaimana            caranya ? 

7. Bagaimana sekolah melakukan pelaporan atau pertanggungjawaban ? 

 

8. Kepada pihak manakah sekolah melakukan pelaporan dan 

pertanggungjawaban ? 
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Lampiran 2  
 

Daftar dokumentasi 
 

 
 

Gambar 1 Proses Wawancara Dengan Kepala Sekolah di Lapangan 

 

Gambar 2 : Observasi (Peninjauan) di Salah Satu Kelas 
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Gambar 3 Proses Wawancara Dengan Guru di Lapangan 
 

Gambar 4; Perpustakaan 
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Gambar 5, Perpustakaan 
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